IZ;EMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sqmatera Utara
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 7 TAHUN 2026 SERI F NOMOR /2!

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa wuntuk tertib administrasi, peningkatan sistem
pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan pengendalian
dalam pelaksanaan kegiatan pada setiap program yang dikelola
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Samosir, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan -
Bupati Samosir tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia




10.

11.

12.

13.

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67357),
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)3
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor ©6402);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Lembaran.......... /
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022
tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi
Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia  pada  Pelaksanaan Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2022
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E Nomor
41);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Samosir (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Samosir Tahun 2025 Nomor 40y,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata
cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Samosir
(Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 22 seri F
Nomor 697).

Peraturan Bupati Samosir Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir. (Berita
Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 39 seri F Nomor
714).

Peraturan Bupati Samosir Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata
cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan




dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja
Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025
Nomor 22 seri F Nomor 1048).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Rl

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Samosir.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Bupati adalah Bupati Samosir.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir selaku
Koordinator Pengelolaan Keuangan.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
daerah dengan tujuan untuk membantyu mendanai kegiatan khusus, baik
fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah
penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

14. Dana............. /
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. . .
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa
Program.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna
Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah
dalam rangka penyusunan APBD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas
BUD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan
dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan
dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
organisasi/lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang

bertanggungjawab.......... /
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41.

42.

43.

bertanggungjawab  kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. .
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat
yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. .
Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian
Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan
dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan
Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank
yang ditetapkan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat
permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk
membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit
satuan kerja perangkat daerah dan /atau untuk membiayai pengeluaran yang
menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran
Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar
perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui
penerbitan surat perintah membayar langsung.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan
uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan
APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu)
bulan.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban
pengeluaran DPA SKPD.

Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana

atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk
mendanai Kegiatan.

44. Surat.......... /




44. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah
pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya
dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.

45. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana
atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat
menggunakan LS dan UP.

46. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana
atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.

47. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

48. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK
adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

49. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.

S50. At Cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan pengeluaran riil yang
ditunjukkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

S51. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

Pasal 2
Pedoman Teknis Pelaksanaan APBD adalah sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 3
Setiap SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam
Pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan, wajib berpedoman pada
Pedoman Teknis Pelaksanaan APBD Kabupaten Samosir.

BABIIL.......... /




BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 6 Februari 2026

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor % Tahun 2026

Seri F Nomor  113]

Tanggal ( Februari 2026

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

MARUDPT TUH STNNJAK




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : ) TAHUN 2026

TANGGAL : b {ybwap 2026

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
SAMOSIR.

Dalam rangka tertib administrasi dan percepatan pelaksanaan APBD yang

berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan keuangan daerah maka perlu menerbitkan Pedoman Pelaksanaan
APBD dengan substansi sebagai berikut:

Penetapan Pejabat Pelaksana APBD;

Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Rekening Operasional
Bendahara Umum Daerah (BUD), Rekening Operasional Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan Rekening Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD);

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah,;

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah;

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah;

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,

Pengelolaan Kas Daerah;

L.
II.

III.
V.
V.
VI.
VIL

Penjelasan substansi sebagaimana diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
I. Penetapan Pejabat Pelaksana APBD

A. Kepala Daerah segera menetapkan pejabat pelaksana APBD pada seluruh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan
Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 serta Bab I Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tanpa mencantumkan tahun anggaran,
antara lain:

11.

1.
2.

a + W

O 0

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD);

. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD);
. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA);
. Pejabat yang ditunjuk menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D)

dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

.Kepala Unit SKPD yaitu Kelurahan, Puskesmas, Balai Latihan Kerja,

Kebun Raya, Metrologi dan Masing-masing Bagian Pada Sekretariat
Daerah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal PA
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA;

. Bendahara Penerimaan;
. Bendahara Penerimaan Pembantu,
. Bendahara Pengeluaran,;
10.

Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada KPA,;
Bendahara BOS pada UPTD Sekolah,;



Kuasa BUD selaku pejabat yang menerbitkan SP2D tidak diperkenankan
merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku pejabat yang
menerbitkan SPM untuk memenuhi prinsip pemisahan kewenangan antara
yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
Pelimpahan sebagian kewenangan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA
sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan pertimbangan lokasi dan/atau
rentang kendali sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019. Pertimbangan dimaksud untuk lokasi dan/atau
rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yang membentuk cabang dinas,
unit pelaksana teknis daerah dan/atau kelurahan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. PA tidak dapat melimpahkan pelaksanaan
sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)
kepada KPA, termasuk gaji dan tunjangan Kepala Daerah, serta Pimpinan
dan Anggota DPRD.

. Kepala SKPD selaku PA dalam melaksanakan sub kegiatan pada SKPD
menetapkan pejabat yang membantu pelaksanaan tugas dan wewenangnya
serta pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD/Unit SKPD sesuai dengan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12,
Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Bab I Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, meliputi:

1. Pejabat Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;

2. Pejabat Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-
P2);

3. Pejabat Pemeriksa Pajak dan Retribusi Daerah;

4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)

6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD (PPK Unit SKPD); dalam hal
ini pada Sekretariat Daerah dapat dilakukan oleh satu orang PPK untuk
seluruh KPA;

7.Menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara
Pengeluaran.

Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud pada angka 4 memperhatikan

ketentuan, antara lain:

1. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu
tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan
manajerial dan berintegritas.

2.Dalam hal tidak terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki
jabatan struktural, dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK.
Hal tersebut berlaku termasuk bagi pejabat struktural yang dialihkan ke
pejabat fungsional sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022.

PPK SKPD dan PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan
angka 6 tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas
melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPTK, Pejabat Pembuat
Komitmen, dan/atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.



C. Dalam hal pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada angka A
dan angka B berhalangan tetap, berhalangan sementara sehingga terjadi
kekosongan pejabat dan telah ditunjuk pejabat pemerintahan yang
memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pejabat pelaksana tugas
dan pelaksana harian, maka:

1. Pelaksana tugas atau pelaksana harian yang mendapatkan tambahan
kewenangan delegatif dari kepala daerah untuk pengelolaan keuangan
daerah, pejabat dimaksud dapat melaksanakan tugas pengelola keuangan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud angka 1, ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah yang masa berlakunya sampai dengan
terbit Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan pejabat definitif
dan/atau berakhirnya masa jabatan sebagai pelaksana tugas atau
pelaksana harian.

D. Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, penetapan Pejabat Pembuat

Komitmen (PPKom) untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa dalam

pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan:
1. Berdasarkan Bab I Butir E.8 dan Butir F.10 Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 menyatakan bahwa:
a.Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa, PA
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;dan

b.Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa, KPA
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 74 A
ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menyatakan bahwa:
a.Dalam hal PA/KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
pada pengadaan barang/jasa, PA/KPA dapat menugaskan PPTK
untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen; dan

b.PPTK sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melaksanakan tugas
Pejabat Pembuat Komitmen wajib memenuhi persyaratan kompetensi
Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

II. Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Rekening Operasional
BUD, Rekening Operasional SKPD dan Rekening BLUD

Dalam rangka pengelolaan uang daerah, Pemerintah Daerah menetapkan
bank penempatan RKUD dan membuka RKUD, rekening operasional BUD dan
rekening Operasional SKPD sebagaimana ketentuan Pasal 126, Pasal 127, Pasal
128, Pasal 129 dan Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan
Bab V Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,
dengan ketentuan sebagai berikut:

A. RKUD
1.Kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah menetapkan bank
umum yang sehat sebagai Bank Penempatan RKUD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimuat dalam perjanjian



kerja sama antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.
2.Penetapan bank umum yang sehat sebagai bank penempatan RKUD
harus mempertimbangkan paling sedikit reputasi bank, pelayanan bank
dan manfaat.
3.Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka
RKUD pada bank umum yang sehat sebagaimana dimaksud pada angka
1.

B. Rekening Operasional BUD
1.Dalam pelaksanaan operasional penerimaan daerah, BUD dapat
membuka rekening penerimaan pada bank yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah (Bank Penempatan RKUD) dengan ketentuan:

a. Digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.

b.Dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh
penerimaannya dipindahbukukan ke RKUD sekurang-kurangnya sekali
sehari pada akhir hari kerja.

c. Dalam hal kewajiban dipindahbukukan sebagaimana dimaksud pada
huruf b secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari,
pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala paling lama setiap
bulan.

d.Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan pada bank
umum tertentu, BUD dapat membuka rekening penerimaan pada bank
umum dimaksud setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

2.Dalam pelaksanaan operasional pengeluaran daerah, BUD dapat
membuka rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah (Bank Penempatan RKUD) sebagai rekening yang menampung

pagu dana untuk membiayai kegiatan/sub kegiatan Pemerintah Daerah

sesuai rencana pengeluaran yang besarannya ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah.

C. Rekening Operasional SKPD

1. Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan pengeluaran kas pada
tingkat SKPD, BUD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk
mempermudah mekanisme pelaksanaan belanja daerah.

2. Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uang
yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, seperti Uang
Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang dikelola oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

3. Rekening pengeluaran SKPD dibuka atas nama Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

D. Rekening BLUD

1. Rekening Unit SKPD BLUD dan Unit Organisasi Bersifat Khusus BLUD

terdiri atas:

a. Rekening Kas BLUD;

b.Rekening Penerimaan BLUD; dan
c. Rekening Pengeluaran BLUD.

2. Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a digunakan
untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya
bersumber dari pendapatan BLUD.

3. Rekening penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b




dioperasikan untuk menerima setoran langsung penerimaan BLUD
melalui Bendahara Penerimaan BLUD.
4. Rekening pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c
digunakan untuk pelaksanaan belanja BLUD.
S. Mekanisme pembukaan rekening BLUD sebagaimana dimaksud angka 1
sebagai berikut:
a.Pemimpin BLUD mengajukan usulan pembukaan rekening kas BLUD,
rekening penerimaan BLUD, dan rekening pengeluaran BLUD kepada
PPKD selaku BUD dilampiri dokumen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
b.PPKD selaku BUD membuka rekening BLUD pada bank umum yang
sama dengan Bank Penempatan RKUD setelah mendapat persetujuan
Kepala Daerah.

III. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka memastikan ketersediaan dana untuk pelaksanaan urusan
yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui
program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran, Pemerintah Daerah harus
melakukan pengelolaan pendapatan daerah secara baik. Pendapatan daerah
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-
Lain Pendapatan Daerah yang Sah dikelola dengan memperhatikan hal antara
lain:

A. Pendapatan Asli Daerah

Adapun bagian terpenting dalam upaya peningkatan realisasi pendapatan
pajak daerah dan retribusi daerah adalah pelaksanaan dan penatausahaan
pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran
pajak dan retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan,
pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak, pemeriksaan
pajak, penagihan pajak dan retribusi, penghapusan piutang pajak dan
retribusi oleh Kepala Daerah, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan
tata cara pemungutan pajak dan retribusi.

1. Pendaftaran dan Pendataan

a. Pendaftaran Pajak Daerah

1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dan Wajib
Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan
sendiri oleh Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek
pajaknya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

2) Dalam pendaftaran tersebut, kepada Wajib Pajak diberikan satu
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang diterbitkan oleh
Pejabat yang ditunjuk.

3) Selain NPWPD pada angka 2), Pejabat yang ditunjuk dapat
menerbitkan nomor registrasi, Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD),
atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak
yang memerlukan pendaftaran objek Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD




berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

b. Pendataan Pajak Daerah

1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan
Wajib Pajak dan objek pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan
menatausahakan data objek pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk
informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi
perpajakan Daerah.

2) Khusus untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat
(PAS), dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
(PBB-P2), pendataan meliputi:

a) seluruh kendaraan bermotor kepemilikan pertama, kedua, dan
seterusnya, untuk PKB;

b) seluruh alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai dalam
wilayah provinsi, untuk PAB; dan

c) seluruh bumi dan/atau bangunan dalam wilayah
kabupaten/kota, untuk PBB-P2.

3) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif
dan objektif, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat
melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor
registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan
secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

4) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor
registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang
dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak, Kepala Daerah
atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima
secara lengkap.

5) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4) tidak
diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan,
permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

6) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD,
dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan
atau atas dasar permohonan Wajib Pajak dapat dilakukan sepanjang
Wajib Pajak:

a) tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
b) tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan,
banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

2. Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang (SKP-D dan SKR-D)

a. Sebagai dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan besaran pajak dan
retribusi terutang berdasarkan surat pendaftaran objek pajak/retribusi
dengan menggunakan SKP-D/SKR-D/dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana amanat Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023.

b. Berikut tahapan dan ketentuan Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi
Terutang:
1) Penetapan Besaran Pajak Terutang
a) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak



terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak dengan

menggunakan SKP-D atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran, Kepala

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKP-D

atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang

secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki
oleh Daerah.

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain

ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah

Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak

yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat

yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan
menggunakan SKP-D atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang

berdasarkan SPOP dengan menggunakan Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang (SPPT).

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKP-D

PBB-P2 dalam hal:

(1) SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib
Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat
teguran; dan/atau

(2) hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah
PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang
dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib
Pajak.

2) Penetapan Besaran Retribusi Terutang

a)

Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian

antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Tingkat

penggunaan jasa dimaksud merupakan jumlah penggunaan jasa
yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul

Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang

bersangkutan.

Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk

menghitung besarnya Retribusi yang terutang. Ketentuan terkait

tarif sebagai berikut:

(1) Dalam hal tarif Retribusi dimaksud dinyatakan dalam satuan
mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud
tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah
dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk kepentingan
perpajakan.

(2) Tarif Retribusi dapat  ditentukan seragam  atau
bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan
sasaran penetapan tarif Retribusi.

Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKR-D atau

dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen

tercetak maupun dokumen elektronik. Dokumen lain yang
dipersamakan dimaksud dapat berupa karcis, kupon, kartu



langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan
pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

d) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan
Barang Milik Daerah (BMD), bentuk pemanfaatan BMD dan tata
cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Daerah
mengenai Pajak dan Retribusi. Bentuk pemanfaatan BMD dan
tata cara penghitungan besaran tarif dimaksud dapat ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah untuk pemanfaatan BMD
berupa:

(1) sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
(2) kerja sama pemanfaatan;

(3) bangun guna serah atau bangun serah guna,; atau
(4) kerja sama penyediaan infrastruktur.

e) Bentuk pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada huruf d)
dilaksanakan dengan ketentuan:

(1) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi;

(2) tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan

(3) tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

f) Pelaksanaan pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada
huruf e), sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMD.

3. Penagihan Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah harus mengupayakan penagihan pendapatan daerah
dalam rangka optimalisasi capaian realisasi pendapatan daerah setiap
periode untuk memastikan ketersediaan dana dalam rangka pembiayaan
pengeluaran SKPD setiap periode Surat Penyediaan Dana (SPD) yang
diterbitkan oleh BUD.

Penagihan atas pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara manual,

surat elektronik, notifikasi sistem secara digital, dan/atau media

elektronik lainnya. Langkah-langkah penagihan pendapatan daerah
sebagai berikut:

a. Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan
surat tagihan melakukan penagihan ke Wajib Pajak, Wajib Retribusi,
dan pihak-pihak yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah
Daerah.

b. Penagihan kepada Wajib Pajak, Wajib Retribusi, dan pihak-pihak yang
melakukan pembayaran pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah dilakukan sesuai
dengan jadwal yang tercantum dalam dokumen penetapan pendapatan

daerah.

c. Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara:

1) Petugas pemungut menyampaikan  dokumen SKP-D /SKB-
D/dokumen lain atas penetapan pendapatan daerah dan surat tagih
kepada pihak ketiga.

2) Dokumen SKP-D/SKR-D/dokumen lain atas penetapan_pendapatan
daerah yang disampaikan kepada pihak ketiga dibuktikan dengan
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. Pembayaran dan Penyetoran P . . ..
Pajak/Retribusi dan pyihak lain)endapatan Dacrah oleh Pihalc fetiga (Wit
a. D.alam rangka mempermudah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, dan pihak-
pihak yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan (pihak ketiga) dalam
melaksanakan pembayaran kewajibannya, penerimaan pendapatan
daerah dapat dilakukan secara tunai dan non tunai. Transaksi non tunai
dilakukan melalui instrumen pembayaran non tunai dan kanal
pembayaran non tunal.

b.lnstrumen pembayaran non tunai meliputi cek/ bilyet giro, kartu
Automated Teller Machine (ATM)/kartu debit, kartu kredit, uang
elektronik berbasis chip atau server, dan/atau instrumen pembayaran

nontunai lainnya.

c. Sedangkan kanal pembayaran non tunai meliputi teller, mobile dan
internet banking, Automated Teller Machine (ATM), Short Message Service
Banking (SMS-Banking), Electronic Data Captured (EDC), Mobile Point Of
Sale (M-POS), Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS),

dan/atau kanal pembayaran non tunai lainnya.

d. Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan daerah, Bendab'ara}
Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan rekonsiliasl

secara periodik dengan Bank.

e. Pembayaran dan penyetoran

ketentuan sebagai berikut: .
1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang

terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)..
Pembayaran atau penyetoran Pajak dimaksud dilakukan m§1a1u1
sistem pembayaran berbasis elektronik. Dalam hal sistem
pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau

Pendapatan Daerah dilakukan dengan




penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

2) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk
jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah
atau Pejabat yang ditunjuk paling lama:

a) 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKP-D.

b) 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.

3) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk
jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh
Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya
masa Pajak.

4) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada
waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan
menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

5) Pembayaran atau penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak,
dengan ketentuan:

a) Pembayaran atau penyetoran BPHTB paling lambat dilunasi
pada saat penandatanganan akta jual beli.

b) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian
pengikatan jual beli ditandatanganinya akta jual beli
mengakibatkan:

(1) jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib
Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran BPHTB; atau

(2) jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan
pembayaran kekurangan dimaksud.

6) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan
merupakan objek BPHTB, Kepala Daerah dapat menerbitkan surat

keterangan bukan objek BPHTB.
f Penerimaan pendapatan daerah dilakukan dengan
mekanisme sebagai berikut: .
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dan

c) Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan Tanda
Bukti Penerimaan dan menyerahkan kepada pihak ketiga.

2) Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai,
dilakukan sebagai berikut:

a) Berdasarkan dokumen SKP-D/SKR-D/dokumen lain atas penetapan
pendapatan daerah dan/atau surat tagih, pihak ketiga
membayarkan kewajibannya secara non tunai melalui rekening
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu;

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
menerima nota kredit/notifikasi perbankan atas penerimaan
pendapatan;

c) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi bukti penerimaan sebagai berikut:

(1) meneliti nota kredit/ notifikasi perbankan; dan

(2) melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara
jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan
pada dokumen SKP-D/SKR-D/dokumen lain atas penetapan
pendapatan daerah.

3) Penerimaan pendapatan melalui Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang
bekerja sama dengan SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi
pengelolaan pendapatan daerah secara non tunai, dilakukan sebagai
berikut:

a) Berdasarkan dokumen SKP-D/SKR-D/dokumen lain atas
penetapan pendapatan daerah dan/atau surat tagih, pihak ketiga
membayarkan kewajibannya secara non tunai melalui rekening
dan/atau kanal pembayaran yang dibuka di PJP;

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
menerima nota kredit/notifikasi perbankan/informasi lain yang
dipersamakan atas penerimaan pendapatan di PJP;

c) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi bukti penerimaan sebagai berikut:

(1) meneliti nota kredit/notifikasi perbankan; dan

(2) melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara
jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan
pada dokumen SKP-D/SKR-D/dokumen lain atas penetapan
pendapatan daerah.

d) Pendapatan Daerah melalui PJP wajib disetorkan ke RKUD
sekurang-kurangnya satu kali sehari pada akhir hari kerja.

4) Penerimaan pendapatan melalui RKUD secara non tunai, dilakukan
dengan: '

a) Berdasarkan dokumen SKP-D/ SKR-D/dokumen .lam atas penetapan
pendapatan  daerah dan/atau  surat 'taglh, .p1hak | ketiga
membayarkan kewajibannya secara non tunai m.elalul RKUD; -

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penenmaar.l Pem aré u
menerima nota kredit/notifikasi perbankan dari RKUD atas




penerimaan pendapatan SKPD;

c) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi sebagai berikut:

(1) mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas
penerimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD;

(2) dalam hal penerimaan pemberitahuan atau notifikasi tidak
diinformasikan secara otomatis, maka Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib meminta
bukti transaksi atas penerimaan pendapatan yang diterima
langsung RKUD; dan

(3) melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara jumlah
uang yang diterima dengan jumlah yang tercantum dalam
dokumen  SKP-D/SKR-D/dokumen lain atas penetapan
pendapatan daerah.

5. Penyetoran Pendapatan Daerah oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu ke RKUD

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib
menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke RKUD sebagaimana
amanat Pasal 137 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab
V Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Ketentuan penyetoran pendapatan daerah dimaksud sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib
menyetor seluruh penerimaannya ke RKUD paling lambat dalam waktu
1 (satu) hari kerja.

b. Dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi,
transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi
objektif lainnya penyetoran penerimaan paling lama 2 (dua) hari kerja
yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Dalam hal penerimaan
pendapatan daerah dilakukan pada hari libur maka bendahara
penerimaan,/ bendahara penerimaan pembantu menyetorkan ke RKUD
paling hari kerja pertama setelah hari libur.

c. Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan Surat Tanda Setoran
(STS).

d.Penyetoran penerimaan dapat dilakukan secara tunai dan/atau non
tunali.

e. Penyetoran dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit atau
dokumen lain yang dipersamakan.

f. Kebijakan penyetoran pendapatan daerah pada akhir Tahun sebagai
berikut:

1) Pendapatan daerah yang diterima secara tunai melalui Bendaharg
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, secara non.tunal
melalui rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu dan/atau melalui Penyedia Jasa Pembayaran (.PJP) harus
disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (BKU[?) pahngt lambat
pada akhir jam kerja tanggal 31 Desember (hari kerja terakhir tahun

berkenaan).

2) Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan rekonsiliasi data




pendapatan daerah bersama seluruh Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang
melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan penerimaan daerah.

3) BUD bersama bank penempatan RKUD melakukan rekonsiliasi data
pendapatan daerah dengan bank/lembaga keuangan bukan bank
selaku rekening operasional penerimaan SKPD di luar bank
penempatan RKUD.

4) Bank penempatan RKUD menyampaikan nota kredit, rekening koran
dan/atau laporan transaksi harian dalam bentuk hardcopy
dan/atau secara elektronik kepada PPKD melalui Bidang
Perbendaharaan paling lambat pada hari kerja terakhir.

6. Pembukuan Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD
wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan
penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya
sebagaimana amanat Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 dan Bab V Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020. Penyelenggaraan pembukuan tersebut merupakan suatu
pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah.
Dalam penyelenggaraan pembukuan pendapatan daerah agar
memperhatikan hal berikut:

a. Pembukuan penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah

menggunakan buku-buku sebagai berikut:

1) Laporan Penerimaan dan Penyetoran;
2) Register STS;
3) Buku Kas Umum (BKU); dan
4) Buku Pembantu berupa Buku Kas Tunai dan Buku Bank.
b.Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan
menggunakan dokumen-dokumen sebagai dasar pencatatan, antara
lain:
1) Tanda Bukti Penerimaan,;
2) Surat Tanda Setoran;
3) Nota Kredit Bank; dan
4) Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen di
atas.
c. Tata cara pembukuan penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah
1) Pembukuan atas Penerimaan Tunai
a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan
Tanda Bukti Penerimaan pada BKU di sisi penerimaan sesuai
dengan kode rekening pendapatan.
b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD pada
BKU di sisi pengeluaran.
c) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku




register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

d) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penerimaan dan penyetoran pendapatan secara tunai
dalam Buku Pembantu Kas Tunai.

2) Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara secara Non
tunai

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat  penyetoran pendapatan secara non  tunai
(pemindahbukuan) ke RKUD pada BKU di sisi pengeluaran.

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

c) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penerimaan dan penyetoran pendapatan secara non
tunai dalam Buku Pembantu Bank.

3) Pembukuan atas Penerimaan di RKUD

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penerimaan di RKUD berdasarkan bukti penerimaan
berupa nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya yang
sudah divalidasi, pada BKU di sisi penerimaan dan di sisi
pengeluaran sesuai dengan kode rekening pendapatan.

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
laporan penerimaan dan penyetoran.

7. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung
jawab secara administratif kepada PA dan secara fungsional kepada BUD
sebagaimana amanat Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah
12 Tahun 2019 dan Bab V Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020. Penyusunan dan penyampaian laporan
pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan
Pembantu dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) Administratif atas penerimaan SKPD yang
merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan
Pembantu kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

b. Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan LPJ
atas penerimaan yang dikelolanya kepada Bendahara Penerimaan paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

c. Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan LPJ Fungsional yang
merupakan hasil konsolidasi dengan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah
mendapat persetujuan dari PA paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.



d.LPJ Bendahara Penerimaan merupakan penggabungan dengan LPJ
Bendahara Penerimaan Pembantu dan memuat informasi tentang
rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di
Bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan BKU, Laporan Penerimaan
dan Penyetoran, Register STS, bukti penerimaan dan penyetoran yang
lengkap dan sah.

e. PPK SKPD melakukan verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan SKPD
sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran
pendapatan daerah sebelum disampaikan kepada PA. Verifikasi tersebut
meliputi:

1) meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti
penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan
terkait;

2) meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya
yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait;

3) melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses
penerimaan pendapatan dan penyetorannya; dan

4) berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK SKPD menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada PA.

f. Tahapan Penyusunan LPJ

1) Bendahara Penerimaan Pembantu

a) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan penutupan BKU;

b) Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun LPJ berdasarkan
BKU dan Buku Penerimaan dan Penyetoran;

c) Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS dan
bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap; dan

d) Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan LPJ yang
dilampiri BKU, Laporan Penerimaan dan Penyetoran, Register
STS dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada
Bendahara Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya.

2) Bendahara Penerimaan SKPD

a) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan SKPD melakukan
penutupan BKU;

b) Bendahara Penerimaan SKPD menyiapkan register STS dan
bukti-bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah;

c) Bendahara Penerimaan SKPD menerima pertanggungjawaban
yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan melakukan verifikasi,
evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang
disampaikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu;

d) Bendahara Penerimaan SKPD menggunakan data
pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu yang
telah  diverifikasi dalam  proses pembuatan  Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang merupakan
gabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan Pembantu; dan




e) Bendahara Penerimaan SKPD menyampaikan LPJ Administratif
kepada PA melalui PPK SKPD dilampiri dengan:

(1) BKU;

(2) Laporan Penerimaan dan Penyetoran;

(3) Register STS;

(4) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah; dan

(5) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.

3) Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan SKPD oleh PPK SKPD PPK
SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan SKPD
dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) meneliti transaksi penerimaan  beserta tanda  bukti
penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait;

b) meneliti  transaksi  penyetoran  beserta  tanda bukti
penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait;

c) melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses
penerimaan pendapatan dan penyetorannya;

d) jika PPK SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPK SKPD meminta perbaikan kepada
Bendahara Penerimaan; dan

e) setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan
lengkap dalam proses verifikasi, maka PPK SKPD akan
menyatakan tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan LPJ
Bendahara Penerimaan kepada PA.

4) PA melakukan proses otorisasi dan memberikan persetujuan
terhadap LPJ Bendahara Penerimaan SKPD yang telah diverifikasi
oleh PPK SKPD.

5) Berdasarkan LPJ Administratif yang telah disetujui PA, Bendahara
Penerimaan SKPD menyampaikan LPJ Fungsional kepada PPKD
selaku BUD.

6) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan rekonsiliasi
penerimaan.

B. Pendapatan Transfer

1.

PPKD mengoptimalkan pencairan DAU yang ditentukan penggunaannya di
setiap tahapan, dan menyampaikan permohonan pencairan DAU yang
ditentukan penggunaannya kepada Kementerian Keuangan dengan
dilengkapi dokumen yang lengkap dan sah sebagaimana yang
dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.PPKD menyampaikan permohonan penyaluran DAK Fisik kepada

Kementerian Keuangan disertai dengan dokumen penyaluran yang lengkap
dan sah sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

.Dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang

didanai dari DAK Fisik berjalan sesuai dengan jadwal dan target, agar
dilakukan langkah-langkah antara lain:
a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik secara




berkala dalam tahun anggaran berjalan yang dikoordinasikan oleh
Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah.

b. memastikan kesesuaian antara realisasi dana, capaian keluaran dan
capaian hasil jangka pendek kegiatan setiap tematik/bidang/sub
bidang DAK Fisik;

c. memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap tematik/bidang/sub bidang
DAK Fisik guna mencapai target/sasaran capaian keluaran dan capaian
hasil jangka pendek yang ditetapkan; dan

d. memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan
dengan mempertimbangkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan
prioritas daerah yang diatur dalam dokumen perencanaan daerah
jangka menengah.

e. menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi DAK Fisik secara
efektif dan relevan dalam mendorong percepatan pelaksanaan dan
pelaporan.

f. reviu dokumen vyang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan oleh Aparat Pengawas Internal
Pemerintahan (APIP) Provinsi/Kabupaten/Kota.

.Batas waktu penyampaian syarat penyaluran DAK Fisik bertahap untuk
Tahap I dan sekaligus (s.d. 1M) dan rekomendasi K/L) adalah tanggal 22
Juli dengan menyampaikan PBJ/Kontrak/Perikatan. Penyampaian syarat
salur Tahap II adalah tanggal 22 Oktober dan 16 Desember untuk Tahap
1.

. Pemutakhiran daftar kontrak dapat dilakukan akibat:
a. Koreksi kontrak
b. Adendum kontrak
c. Perubahan kontrak akibat wanprestasi

. Dokumen Persyaratan Penyaluran

a. Penyaluran Sekaligus
1) Peraturan Daerah APBD TA Berjalan
2) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan

DAK Fisik TA Sebelumnya
3) LHR APIP TA Sebelumnya
4) Foto dan titik koordinat
5) Laporan Sisa DAK Fisik
6) RK yang telah disetujui K/L Teknis
7) Daftar Kontrak KegiatanDaftar BAST (untuk penyaluran sekaligus —
rekomendasi K/L kemampuan keuangan negara)

b. Penyaluran Bertahap (Tahap I)
1) Perda APBD Tahun Berjalan
2) LRPD CO Pelaksanaan DAK Fisik TAYL
3) Foto dengan titik koordinat
4) RK yang telah disetujui K/L
5) Daftar Kontrak Kegiatan
6) Laporan Hasil Reviu APIP TAYL

c. Penyaluran Bertahap (Tahap Ii)
1) Daftar Kontrak Kegiatan yang bersifat final
2) Laporan Nilai Rencana Kebutuhan Dana untuk penyelesaian



kegiatan dengan caput 100%

3) LRPD paling sedikit 75% dari dana yang diterima di RKUD Tahap I

4) Foto dengan titik koordinat

5) Laporan Hasil Reviu APIP Tahap I

6) Laporan Sisa dan Penggunaan Sisa DAK Fisik

d. Penyaluran Bertahap (Tahap III)

1) Laporan Nilai Rencana Kebutuhan Dana untuk penyelesaian
kegiatan dengan caput 100%

2) LRPD paling sedikit 90% dari dana yang diterima di RKUD Tahap II
dan Capaian Output paling sedikit 70%

3) Foto dengan titik koordinat

4) Laporan Hasil Reviu APIP Tahap II

5) Laporan Sisa dan Penggunaan Sisa DAK Fisik.

7. Penghentian Penyaluran

a. Kepala Daerah tidak menyampaikan dokumen syarat salur DAK Fisik
dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen syarat salur.

b. K/L terkait mengajukan permohonan penghentian penyaluran DAK
Fisik kepada Kementerian Keuangan.

c. Dalam hal dilakukan penghentian penyaluran seluruh atau sebagian
pagu DAK Fisik per bidang/subbidang, penyaluran DAK Fisik dikurangi
dengan besaran penghentian penyaluran dan Pendanaan untuk
penyelesaian kegiatan DAK Fisik dan/atau kewajiban kepada pihak
ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah.

Sisa DAK Fisik
a. Jenis sisa DAK Fisik
1) Sisa DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya (pengakuan sisa setelah
pemerintah daerah menyampaikan syarat salur tahap I).
2) Sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya.
b. Penggunaan sisa
1) Dapat digunakan untuk bidang/subbidang DAK Fisik yang output-
nya belum tercapai dan/atau sesuai kebutuhan daerah.
2) Mengacu pada petunjuk teknis tahun anggaran penggunaarn.

DAU pendanaan kelurahan

Penyaluran dilakukan secara bertahap yaitu:

a. Tahap 1 disalurkan paling cepat bulan Februari tahun anggaran
berjalan sebesar 50% dari pagu DAU pendanaan kelurahan yang
dianggarkan dalam APBD; dan

b. Tahap Il paling cepat bulan Juni tahun anggaran berjalan sebesar 50%
dari pagu DAU pendanaan kelurahan yang dianggarkan dalam
APBD. Dokumen persyaratan penyaluran :

1) Tahap [: Laporan rencana anggaran DAU Kelurahan tahun anggaran
berjalan dan penggunaan sisa DAU dukungan pembangunan sarana
dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan tahun
sebelumnya (disampaikan paling lambat 30 Juni tahun anggaran
berjalan).

2) Tahap II: Laporan realisasi penyerapan DAU dukungan
pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di




Kelurahan pada tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit
75% (tujuh puluh lima persen) dari DAU pendanaan Kelurahan yang
telah diterima di RKUD (disampaikan paling lambat 30 September
tahun anggaran berjalan).

10. DAU dukungan bidang Pendidikan, dukungan bidang Kesehatan dan
dukungan bidang Pekerjaan Umum.
Penyaluran atas ketiga jenis DAU Specific Grant tersebut dilaksanakan
secara bertahap:

a. Tahap I paling cepat bulan Februari sebesar 30% dari pagu alokasi
masing-masing bagian DAU yang dianggarkan dalam APBD dengan
batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 30 Juni
tahun anggaran berjalan;

b. Tahap Il paling cepat bulan April sebesar 45% dari pagu alokasi
masing-masing bagian DAU yang dianggarkan dalam APBD dengan
batas waktu penyampaikan dokumen persyaratan paling lambat 31
Agustus tahun anggaran berjalan;

c. Tahap IIl paling cepat bulan Juli sebesar 25% dari pagu alokasi
masing-masing bagian DAU yang dianggarkan dalam APBD dengan
batas waktu penyampaikan dokumen persayaratan paling lambat 14
November tahun anggaran berjalan.

Syarat salur atas penyaluran DAU Specific Grant dukungan bidang
pendidikan, Kesehatan dan pekerjaan umum:

a. Tahap I: laporan rencana anggaran tahun anggaran berjalan dan
penggunaan sisa DAU pada setiap bidang untuk dukungan bidang
pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang
pekerjaan umum tahun sebelumnya

b. Tahap II: laporan realisasi penyerapan DAU pada setiap bidang untuk
dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan
dukungan bidang pekerjaan umum tahap sebelumnya yang
menunjukkan realisasi setiap bidang paling sedikit 50% (lima puluh
persen) dari DAU bagian alokasi dukungan bidang pendidikan,
dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum
yang telah diterima di RKUD pada tahap I; dan

c. Tahap III: laporan realisasi penyerapan pada setiap bidang untuk
dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan
dukungan bidang pekerjaan umum tahap sebelumnya yang
menunjukkan realisasi setiap bidang paling sedikit 75% (tujuh puluh
lima persen) dari DAU bagian alokasi dukungan bidang pendidikan,
dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum
yang telah diterima di RKUD pada tahap I dan tahap I

11. Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik)
a. Penyampaian syarat salur Dana Tunjangan Profesi Guru ASND (TPG

ASND), Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND (Tamsil Guru ASND),
dan Dana Tunjangan Khusus Guru ASND (TKG ASND), sebagai berikut:

- Rekomendasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang
diterima Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan



Keuangan untuk penyaluran triwulan I s.d IV paling lambat pada
tanggal 15 Desember pukul 23.59 WIB.

Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak

dapat dipenuhi, maka TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND
tidak disalurkan;

Penyampaian syarat salur Dana DAK Nonfisik Jenis Lainnya (Dana
BOP Museum dan Taman Budaya, Dana BOK Dinas, Dana BOKB,
Dana PK2UMK, Dana Pelayanan PPA, Dana Ketahanan Pangan dan

Pertanian, Dana BPP Perpustakaan Daerah serta Dana PK2SIKM)
sebagai berikut:

>

1) Laporan realisasi penyerapan disertai dengan rekapitulasi SP2D dan
Laporan realisasi penggunaan Dana DAK Nonfisik Jenis Lainnya
tahap 1 sebagai persyaratan penyaluran tahap II, paling lambat
disampaikan dan diterima Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan pada tanggal 1 Desember pukul 23.59 WIB; dan

2) Dalam hal laporan realisasi penyerapan disertai dengan rekapitulasi
SP2D dan Laporan realisasi penggunaan Dana DAK Nonfisik Jenis
Lainnya tahap I sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak dapat
dipenuhi, maka sisa pagu DAK Nonfisik Jenis Lainnya tidak
disalurkan kepada pemda.

12. Penyampaian syarat salur Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP
Kesetaraan, sebagai berikut:

a.

Laporan realisasi Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP
Kesetaraan disampaikan oleh satuan pendidikan kepada Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah,

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan
rekomendasi penyaluran Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP
Kesetaraan Tahap II kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 31 Oktober pukul
23.59 WIB; dan

Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat
dipenuhi, maka sisa pagu Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP
Kesetaraan tidak disalurkan ke rekening satuan pendidikan.

13. Penyampaian syarat salur Dana BOK Puskesmas, sebagai berikut:

a.

b.

Laporan realisasi Dana BOK Puskesmas disampaikan oleh Puskesmas
kepada Kementerian Kesehatan.

Kementerian Kesehatan menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana
BOK Puskesmas Tahap III kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 1 Desember pukul
23.59 WIB; dan

Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dipenuhi, maka
penyaluran Dana BOK Puskesmas tidak dapat dilakukan.

14. Pemerintah Daerah agar memastikan sisa dana TKD yang ditentukan




penggunaannya tidak digunakan untuk pengeluaran dalam APBD selain
yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Selanjutnya, agar dipastikan sisa dana TKD dimaksud tercatat
sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan agar dipastikan
tersimpan dan tercatat di RKUD per 31 Desember.

15. Dana Desa

a. Dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa mengkoordinasikan
Dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran Dana Desa Tahap 1l
yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (3) huruf b, pasal 25 ayat (9) PMK Nomor 108 Tahun 2024
tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan
Penyaluran Dana Desa serta Surat, Menteri Keuangan Nomor S-
9/MK/PK/2025 tanggal 14 Mei 2025 hal penyaluran Dana Desa Tahap
I1 sebagai berikut:

1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya;

2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I
menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60%
(enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen);

3) melakukan perekaman realisasi jumlah KPM BLT Desa minimal 3 bulan
dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa melalui Aplikasi OM-SPAN;

4) melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur
yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui Aplikasi OM-SPAN;

5)surat pengantar ditandatangani oleh kepala Dinas sosial,
pemberdayaan masyarakat dan desa;

6) akta pendirian badan hukum koperasi desa merah putih atau bukti
penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa merah putih ke
notaris; dan

7) surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan
koperasi desa merah putih. Adapun dokumen persyaratan penyaluran
diterima paling lambat tanggal 22 Desember pukul 23.59 WIB.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1.

Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan pendapatan daerah yang
bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk mendanai
program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD.

.Dalam rangka optimalisasi realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang

Sah, Pemerintah Daerah agar mengkoordinasikan kepastian pendapatan
hibah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya,
masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri selaku
pemberi hibah sesuai dengan surat perjanjian hibah daerah, serta
sumbangan dari pihak Kketiga/sejenis untuk menjamin ketersediaan
sumber pendanaan pengeluaran daerah secara intensif.

. Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan hibah berupa uang yang

bersumber dari bantuan pemerintah dari K/L yang telah ditentukan
penggunaannya dan ditransfer langsung ke rekening SKPD atau Unit SKPD




pada tahun anggaran berjalan, namun belum dianggarkan dalam APBD,

dilakukan dengan ketentuan:

a. Dianggarkan dalam APBD sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang
Sah berupa pendapatan hibah dari pemerintah, dan dianggarkan pada
program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD terkait.

b. Penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja dalam APBD
sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah pendapatan
diterima di rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD/Unit SKPD. Berdasarkan penerimaan tersebut,
kepala SKPD mengusulkan penyesuaian anggaran kepada TAPD untuk
menampung pendapatan hibah berupa uang dan alokasi belanjanya
sesuai peruntukannya.

c. Berdasarkan usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf
b, TAPD melakukan penyesuaian pendapatan dan program, kegiatan
dan sub kegiatan pada SKPD terkait mendahului penetapan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD dan/atau setelah penetapan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan
Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Dalam hal
Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD dan/atau
penyesuaian anggaran dilakukan setelah penetapan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD, penyesuaian anggaran tersebut
dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

d. Pencatatan dan pengesahan pendapatan hibah wuang bantuan
pemerintah dari K/L:

1) Berdasarkan nota kredit/notifikasi dari bank atas pendapatan
hibah uang bantuan pemerintah dari K/L, kepala Unit SKPD
menyiapkan laporan realisasi pendapatan dan menyampaikan
kepada Kepala SKPD; ' k

2) Berdasarkan laporan pendapatan sebagaimana t.ersebut pada anljg1 i
1), kepala SKPD menerbitkan Surat. Permintaan P;f.lgesa a
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menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (S ).’ f uan

4) Kepala SKPD mencatat dan melaporkan pendapatan hlb:n iarla;gx
bantuan pemerintah dari K/L dalam Laporan Realisasi ANgg

berdasarkan SP2H. '
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bantuan pemerintah dari K/L dalam Laporan realisasi Anggaran
berdasarkan SPB.

4. Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan dana
kebencanaan/lainnya yang bersumber dari sumbangan = pihak
ketiga/sejenis (masyarakat), dilakukan dengan ketentuan dan tahapan
sebagai berikut:

a. Dianggarkan dalam APBD sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang
Sah berupa pendapatan Hibah sumbangan dari pihak ketiga/sejenis
(masyarakat), sedangkan peruntukannya dianggarkan pada Belanja
Tidak Terduga (BTT) dan/atau belanja dalam bentu program, kegiatan
dan sub kegiatan pada SKPD terkait.

b. Penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja dalam APBD
sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah pendapatan
diterima pada RKUD setiap waktu tertentu sesuai kebutuhan.

c. Berdasarkan realisasi pendapatan dana kebencanaan/lainnya yang
bersumber dari sumbangan pihak ketiga/sejenis (masyarakat), TAPD
melakukan penyesuaian Pendapatan dan BTT dan/atau program,
kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait sesuai kebutuhan
mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
dan/atau setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
Perubahan Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan
DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan
Perubahan APBD dan/atau penyesuaian anggaran dilakukan setelah
penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penyesuaian
anggaran tersebut dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran
(LRA).

d. Dalam rangka efektifitas pengelolaan pendapatan dana
kebencanaan/lainnya yang berumber dari sumbangan pihak
ketiga/sejenis (masyarakat), Pemerintah Daerah agar membuka
rekening penerimaan dengan ketentuan:

1) Kepala Daerah memerintahkan PPKD selaku BUD untuk membuka
rekening penerimaan guna menampung pendapatan dana
kebencanaan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga/sejenis
(masyarakat) pada bank penempatan RKUD.

2) Dalam rangka memberikan kemudahan pada pihak ketiga/sejenis
(masyarakat) selaku pemberi sumbangan, rekening penerima
sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dibuka pada bank
umum yang sehat sesuai kebutuhan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan
angka 2) merupakan rekening bersaldo nihil yang seluruh
penerimaannya harus disetorkan ke RKUD sekurang-kurangnya
sekali sehari pada akhir hari kerja. Ketentuan tersebut ditetapkan
dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bendahara Umum
Daerah (BUD) dengan Bank Umum bersangkutan sebagaimana

angka 2).




4) Penerimaan pendapatan dana kebencanaan/lainnya yang
bersumber dari sumbangan pihak ketiga/sejenis (masyarakat) yang
diterima secara tunai oleh Bendahara Penerima wajib disetorkan ke
RKUD setiap akhir hari paling lambat akhir jam kerja, kecuali
penerimaan bantuan yang diterima pada hari libur dapat disetorkan
pada hari kerja pertama setelah hari libur.

5) Apabila penerimaan pendapatan dana kebencanaan yang
bersumber dari sumbangan pihak ketiga/sejenis (masyarakat)
diperkirakan tidak ada lagi, BUD menutup rekening penerimaan
sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Sumbangan dari pihak ketiga/sejenis (masyarakat) berupa barang
yang memenuhi kriteria aset tetap dicatat sebagai aset hibah dan
ekuitas, sedangkan sumbangan dari pihak ketiga/sejenis (masyarakat)
berupa barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dicatat
sebagai aset persediaan hibah dan ekuitas pada komponen laporan
keuangan Neraca Pemerintah Daerah.

5. Pembayaran Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah

Dalam hal terdapat kelebihan pendapatan atas penerimaan pajak daerah,

retribusi daerah dan/atau penerimaan daerah lainnya, pemerintah daerah

menetapkan SKP-D Lebih Bayar (SKPDLB)/SKR-D Lebih Bayar

(SKRDLB)/Dokumen lain yang dipersamakan (untuk penerimaan di luar

pajak dan retribusi) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan

pendapatan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 140 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab V Lampiran Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Pengembalian kelebihan pendapatan atas penerimaan daerah yang

sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama dilakukan dengan

ketentuan dan tahapan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak/Wajib Retribusi/pihak lain (pihak yang mengajukan
permohonan pengembalian di luar wajib pajak dan wajib retribusi)
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pendapatan kepada
Kepala Daerah melalui kepala OPD yang membidangi pengelolaan
pendapatan daerah, dan melampirkan dokumen pendukung yang
lengkap dan sah.

b. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan
pendapatan daerah melakukan verifikasi dan validasi terhadap surat
permohonan dan dokumen pendukungnya untuk:

1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan,

2) memastikan unsur penyebab pengajuan penagihan; dan

3) memastikan perhitungan kelebihan pendapatan atas penerimaan
daerah.

c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen dan
perhitungan dinyatakan sesuai, lengkap dan sah, kepala SKPD yang
melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah
menerbitkan SKPDLB/ SKRDLB/Dokumen lain yang dipersamakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk



pendapatan di luar pajak daerah dan retribusi daerah).

d. Berdasarkan SKPDLB/SKRDLB/Dokumen lain yang dipersamakan,
Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan
pendapatan daerah menerbitkan surat permohonan pembayaran
pengembalian kelebihan pendapatan atas penerimaan daerah dan
disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

e. Berdasarkan surat permohonan pembayaran pengembalian kelebihan
penerimaan, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah
Pemindahbukuan (SP2) untuk pengembalian kelebihan pendapatan
atas penerimaan daerah dari RKUD ke rekening Wajib

Pajak/Retribusi/pihak lain yang  mengajukan permohonan
pengembalian.

IV. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

A. Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah sebagaimana amanat ketentuan Pasal 132 dan Pasal
133 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab V Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dengan ketentuan dan tahapan
sebagai berikut:

1.

DPA-SKPD disahkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ditetapkan/disahkan;

. PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada seluruh kepala SKPD

untuk menyusun rancangan DPA-SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja

sejak Peraturan Kepala  Daerah tentang Penjabaran  APBD
ditetapkan/disahkan;

. Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD dan menyampaikan kepada

PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat pemberitahuan

diterima, dengan memperhatikan:

a. Rencana penerimaan per periode (bulanan/triwulanan/ semesteran)
yang dicantumkan dalam rancangan DPA-SKPD (DPA Pendapgtan dag
DPA Pembiayaan) telah diperhitungkan secara akurgt sesuai potensi
sehingga dapat direalisasikan sesuai target. Perh1tungar'1 'rencana
penerimaan dimaksud dengan mempertimbangkan e.mtafa (1ia1n. -
1) tanggal jatuh tempo pajak daerah .dan re.t'r1bus1. kazran o

besaran pajak/ retribusi terutang setiap Wajib Paja a
i i pada setiap bulannya;
2) ilec‘l[:;zlspe};erimaanppendapatan dari hasil penglejlolaan ;:;ae}g;ir;
daerah yang dipisahkan berdasarkan Rapat Umum

Saham (RUPS);

3) jumlah penerimaan TKD yang disalurkan oleh Kementerian
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: . niian hibah daerah;
. vang didasarkan dengan perjanj : . ian
6) gejei;lyper%cairan pinjaman daerah sesual dengan surat DPeT] \|
jadw




pinjaman daerah, kecuali pinjaman daerah dalam rangka
pengelolaan kas;

7) tanggal jatuh tempo piutang daerah sesuai dengan dokumen
perjanjian seperti penerimaan kembali cicilan pokok pinjaman
daerah, cicilan pokok tuntutan ganti kerugian daerah dan piutang
lainnya;

8) tingkat kolektibilitas pajak, retribusi dan piutang daerah; dan

9) rata-rata capaian realisasi bulanan pendapatan daerah dalam 3
(tiga) tahun terakhir.

Rencana penarikan per periode (bulanan/triwulanan/semesteran)

yang dicantumkan dalam rancangan DPA-SKPD (DPA Belanja dan DPA

Pembiayaan) telah  diperhitungkan  secara  akurat dengan

memperhatikan:

1) jadwal pelaksanaan setiap sub kegiatan dalam pencapaian setiap
output,

2) pembayaran atas pelaksanaan pengadaan konstruksi yang
penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan agar dilakukan
berdasarkan termin dan disepakati bersama antara PPKom dengan
penyedia dalam kontrak;

3) memperhitungkan pembayaran uang muka dan pembayaran hasil
penyelesaian pekerjaan setiap termin pembayaran;

4) mengutamakan pengeluaran bersifat mengikat dan wajib serta sub-
sub kegiatan prioritas daerah; dan

5) menyinkronkan dengan target penerimaan periode yang sama dan
memastikan tidak melampaui target penerimaan.

4. PPKD menyampaikan rancangan DPA-SKPD kepada Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan verifikasi.

5. TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD paling lambat 6 (enam)
hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD dari PPKD. Verifikasi DPA-
SKPD dimaksud dengan menggunakan instrumen:

a.

f

6. Kepala SKPD melakukan perbaikan
SKPD berdasarkan rekomendasi TAPD
TAPD paling lambat 1 hari seja

7. Berdasarkan hasil verifikasi rancangan
Daerah memberikan persetujuan penges

8. Berdasarkan persetujuan Sekretaris

Standar Harga Satuan (SHS) yang ditetapkan Kepala Daerah dengan
berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan
Regional (SHSR);

Analisis Standar Belanja (ASB);

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);

Standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
Petunjuk teknis untuk dana transfer

otonomi khusus; dan /atau

Rekapitulasi sub kegiatan prioritas daerah;
dan penyesuaian rancangan DPA-

dan menyampaikan kembali kepada
k menerima rekomendasi darl TAPD;
DPA-SKPD oleh TAPD, Sekretaris
ahan DPA-SKPD;

Daerah atas Rancangarn DPA-SKPD,

pusat dan/atau dana

PPKD mengesahkan DPA-SKPD;




9. PPK i
e Cll?k menyampaikan DPA-SKPD kepada seluruh kepala SKPD untuk
mje N an 'dasar pelaksanaan anggaran dan Kepala SKPD
yampaikan DPA-SKPD kepada satuan kerja yang secara fungsional

(tujuh) hari sejak tanggal

B. Penyusunan dan Pen
_ gesahan Anggaran Ka Pemeri
Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) © emenintah Dacrah ‘AKPD) dan

Dalam rangka memastikan kete i

1. BUD melakukan rekapj i
pitulasi dan fo
tercantum dajar DPA-SKPD, menganalisis anggaran kas SKPD yang

5 . ..
Berdasarkan hasil analisis terhadap anggaran kas SKPD BUD

dengan rencana i
. penerimaan setia .
(bulanan/triwulanan S : >Hap periode
AKPD: /semesteran), dan selanjutnya dilakukan pengesahan
3. Berdasarkan AKPD, BUD menerbitkan SPD periodik

(bulanan/triwulanan / semesteran) untuk masing-masing SKPD;

4. Setiap bulan dalam periode SPD, BUD bersama SKPD yang melaksanakan
fungsi pengelolaan pendapatan daerah harus melakukan evaluasi terhadap
pencapaian target penerimaan untuk memastikan ketersediaan dana dalam
rangka pembayaran tagihan atas pengeluaran SKPD;

S.Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diperkirakan terdapat surplus
penerimaan, BUD melakukan optimalisasi pemanfaatan kas dimaksud
dengan melakukan penyesuaian SPD setelah mendapatkan permohonan
perubahan anggaran kas dari kepala SKPD; dan

6.Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diperkirakan terdapat defisit
penerimaan, BUD melakukan penyesuaian SPD dan memberitahukan
kepada seluruh kepala SKPD sebagai kontrol pelaksanaan sub kegiatan.

C. Pembayaran melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan,
Tambahan Uang Persediaan dan Pembayaran Langsung

1. Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU)
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada PA dapat diberikan
UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana amanat Pasal
21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tent'ang Perbendaharaan
Negara. UP merupakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang
dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengéluaran Pembantu
untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD /Unit SKPD dan/ ailtau
untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Pengelolaan UP dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:




a. UP SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah di awal

d.

tahun anggaran setelah DPA-SKPD disahkan oleh PPKD, yang

besarannya ditentukan berdasarkan rumus perhitungan besaran UP

sebagaimana diatur dalam Bab V huruf M Lampiran Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Proporsi UP SKPD dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

1) UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari total UP SKPD; dan

2) UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar 40% (empat
puluh persen) dari total UP SKPD.

Mekanisme Pencairan UP

1) Bendahara Pengeluaran SKPD menyiapkan SPP-UP Tunai
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP
SKPD dan menyampaikan kepada PA melalui PPK SKPD dilampiri:

a) Draf Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) PA;
dan

b) Salinan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Besaran UP
SKPD/PPK Unit SKPD.

2) PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap SPP-UP
Tunai beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan berdasarkan hasil verifikasi dimaksud
PPK SKPD/PPK Unit SKPD menyiapkan draft SPM-UP Tunai dan
menyampaikan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dan
tanda tangan, dilampiri:

a) Draf SPTJM PA/KPA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD/PPK Unit SKPD

3) PA/KPA melakukan otorisasi terhadap draf SPM-UP Tunai dan
menerbitkan SPM-UP Tunai, selanjutnya disampaikan kepada
Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-UP Tunai, dilampiri:

a) SPTJM PA/KPA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD/PPK Unit SKPD

4) Kuasa BUD meneliti SPM-UP Tunai dan lampirannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya
berdasarkan hasil penelitian tersebut Kuasa BUD menerbitkan
SP2D-UP Tunai.

Pembayaran belanja melalui UP

1) PA menetapkan besaran pelimpahan UP kepada masing-masing KPA
yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu mendasari
besaran UP yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah
tentang besaran UP SKPD;

2) Berdasarkan Keputusan PA mengenai besaran pelimpahan UP,
Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan pemindahbukuan UP dari
rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening masing-masing

Bendahara Pengeluaran Pembantu (melalui transfer/secara non
tunai);

3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran  Pembantu
melakukan pembayaran belanja PPTK dengan cara:

a) Pembayaran secara sekaligus (tanpa uang panjar);
b) Pembayaran melaluiuang panjar; dan




c) Pembayaran melalui KKPD.

4) Pembayaran secara sekaligus (tanpa uang panjar) sebagaimana

O)

dimaksud pada angka 3) huruf a), dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah:

a) Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan
oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;

b) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
dokumen pembayaran; dan

c) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan berdasarkan
DPA SKPD dan SPD.

Pembayaran melalui uang panjar sebagaimana dimaksud pada

angka 3) huruf b), dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan

ketentuan dan tahapan sebagai berikut:

a) PPTK menyusun kebutuhan uang panjar berdasarkan dasar
pelaksanaan kegiatan yang segera akan dilaksanakan seperti
surat tugas perjalanan dinas, surat tugas dan/atau undangan
rapat dan/atau dasar pelaksanaan pengeluaran lainnya;

b) PPTK mengajukan kebutuhan uang panjar tersebut kepada
PA/KPA dalam bentuk Nata Pencairan Dana (NPD) untuk
mendapat persetujuan;

c) Dalam hal PA/KPA menyetujui kebutuhan uang panjar yang
diajukan oleh PPTK, PA/KPA menandatangani NPD, selanjutnya
memerintahkan Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk melakukan pembayaran uang
panjar kepada PPTK;

d) Berdasarkan NPD dan perintah pembayaran dari PA
sebagaimana dimaksud pada huruf <c¢), Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeiuaran Pembantu melakukan
penelitian terhadap NPD untuk memastikan perhitungan dan
ketersediaan dana yang dicantumkan dalam NPD. Berdasarkan
hasil penelitian dimaksud, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran uang panjar
kepada PPTK secara non tunai;

e) PPTK melakukan pembayaran belanja atas pelaksanaan sub
kegiatan menggunakan uang panjar, dan menyampaikan
pertanggungjawaban  penggunaan uang panjar kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
berupa bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;

f) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembgntu
meneliti kelengkapan, pengujian perhitungan dgn ketersediaan
dana atas pertanggungjawaban uang panjar dari PPTK;, i

g) Dalam hal pertanggungjawaban pqugunaan uang panjar (;t;s
kecil dari uang panjar, PPTK wajib menyetorkan sisa 2
kelebihan uang panjar kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembanjcu azjjar?lziz
dengan penyampaian dokumen pertanggungjaw

panjar secara non tunai,




h) Dalam hal pertanggungjawaban penggunaan uang panjar lebih

besar dari uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran kekurangan
tersebut kepada PPTK secara non tunai; dan

PPTK bertanggungjawab secara formal dan materiil alas

penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

6) Pembayaran melalui KKPD sebagaimana dimaksud pada angka 3)
huruf c¢), dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu sesuai dengan tahapan sebagai berikut:

a)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Besaran
UP SKPD dan Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang
besaran pelimpahan UP, PA menyampaikan usulan daftar nama
pemegang, administrator dan limit KKPD kepada Kepala Daerah
melalui PPKD selaku BUD bersamaan dengan penyampaian
SPM-UP Tunai;

Berdasarkan usulan daftar nama pemegang, administrator dan
limit KKPD yang disampaikan oleh PA, PPKD selaku BUD
menyiapkan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah
tentang Daftar Nama Pemegang, Administrator dan Limit KKPD,
dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Daerah untuk
mendapatkan persetujuan dan tanda tangan;

Kepala Daerah memberikan persetujuan dengan
menandatangani Surat Keputusan Kepala Daerah tentang
Daftar Nama Pemegang, Administrator dan Limit KKPD;
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang
Daftar Nama Pemegang, Administrator dan Limit KKPD, PPKD
selaku BUD menyampaikan permohonan penerbitan KKPD
kepada Bank Penerbit KKPD;

Bank Penerbit KKPD menyampaikan ~ KKPD kepada
PPKD dan selanjutnya PPKD menyampaikan KKPD kepada
PNKPA selaku Pemegang KKPD disertai surat perjanjian
penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD;

PA/KPA selaku Pemegang KKPD menerbitkan surat kuasa
penggunaan KKPD kepada seluruh PPTK;

Bendahara Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu
selaku Administrator KKPD melakukan aktivasi KKPD dengan
berkoordinasi kepada bank penerbit KKPD;

PPTK melakukan pembayaran belanja atas pelaksanaan sub
kegiatan menggunakan KKPD, dan mengumpulkan serta
menyimpan bukti transaksi belanja menggunakan KKPD
sebagai dokumen pertanggungjawaban;

Pada tanggal yang disepakati dan ditetapkan bersama
antara PPKD selaku BUD dan bank penerbit KKPD melalui
Perjanjian Kerja Sama (PKS), bank penerbit KKPD melakukan
penagihan atas belanja KKPD kepada PA /KPA selaku Pemegang
KKPD dengan menggunakan e-billing,

Berdasarkan tagihan bank penerbit KKPD sebagaimana




dimaksud huruf i), PA/KPA melakukan pembayaran dengan
ketentuan dan tahapan sebagai berikut:

(1)

(2)

PA/KPA memerintahkan PPTK untuk menyiapkan daftar
nominatif/daftar pengeluaran riil atas belanja menggunakan
KKPD sesuai dengan e-billing;

PPTK menyiapkan daftar nominatif/daftar pengeluaran riil

atas belanja menggunakan KKPD berdasarkan bukti

transaksi belanja menggunakan KKPD dan e-billing;

PPTK menyampaikan permohonan persetujuan

pembayaran tagihan belanja menggunakan KKPD dilampiri

daftar nominatif/daftar pengeluaran riil kepada PAfKPA
melalui PPK SKPD/PPK Unit SKPD dilampiri bukti-bukti
pengeluaran yang lengkap dan sah paling lambat 2 (dua)
hari kerja setelah tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan

Sementara diterima dari Bank Penerbit KKPD;

PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi

daftar nominatif/daftar pengeluaran riil untuk memastikan:

(a) kebenaran data pihak yang berhak menerima
pembayaran atas beban APBD;

(b) kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti
pengeluaran,;

(c) kebenaran perhitungan tagihan (e-billing)/ Daftar Tagihan
Sementara termasuk memperhitungkan kewajiban
penerima pembayaran kepada Pemerintah Daerah;

(d) kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran
dengan tagihan (e-billing)/ Dattar Tagihan Sementara;

(e) kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan
KKPD; dan

(f) kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa
dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima
barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh
penyedia barang/jasa.

Berdasarkan hasil verifikasi daftar nominatif/daftar

pengeluaran riil sebagaimana dimaksud angka (4), PPK

SKPD/PPK Unit SKPD menyiapkan drat Daftar Pembayaran

Tagihan (DPT) dan Nota Pencairan Dana (NPD), selanjutnya

disampaikan kepada PA/KPA  untuk mendapatkan

persetujuan dan tanda tangan;

PA/KPA melakukan otorisasi draf DPT, NPD dan

bukti-bukti pengeluaran, serta memberi persetujuan dengan

menerbitkan DPT, NPD dan mengesahkan bukti-bukti
pengeluaran. Selanjutnya menyampaikan NPD kepada

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu

yang dilampiri DPT dan bukti-bukti pengeluaran yang telah

i kan;

(élsigahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembsnlzg

melakukan pengujian terhadap NPD,.DP’.I‘, dan bukti-bu

telah disahkan, meliputi:

engeluaran yang
g NPD KKPD dan DPT KKPD:

(a) pengujian atas




(8)

(9)

(10)

(11)

(12) Kuasa BUD melakukan pene

(13) Berdasarkan sp2D-GU K

(i) penelitian kelengkapan perintah pembayaran yang
diterbitkan oleh PA/KPA;

(ii) pemeriksaan kebenaran atas hak tagih;

(iii) pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara
spesifikasi  teknis yang  disebutkan  dalam
penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang
disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan

(iv) pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan
kode rekening anggaran atas pengeluaran.

(b) pengujian ketersediaan dana UP KKPD; dan

(c) penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/bukan
pajak atas tagihan dalam NPD KKPD.

Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada

angka (7) Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan

DPT, NPD dan bukti-bukti pengeluaran yang telah disahkan

oleh KPA kepada Bendahara Pengeluaran untuk

dikonsolidasikan dalam rangka penyiapan SPP-GU KKPD;

Berdasarkan DPT, NPD, dan bukti-bukti pengeluaran

yang telah disahkan oleh PA/KPA, Bendahara Pengeluaran

menyiapkan SPP-GU KKPD untuk selanjutnya diajukan

kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat 2 (dua) hari

kerja sejak NPD KKPD dan DPT KKPD diterima, dilampiri:

(a) Draf SPTJM PA;

(b) DPT, NPD, dan bukti-bukti pengeluaran yang telah
disahkan oleh PA/KPA;

(c) Salinan DPA-SKPD; dan

(d) Salinan SPD.

PPK SKPD melakukan verifikasi SPP-GU KKPD dan

dokumen lampirannya yang disampaikan oleh Bendahara

Pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, dan berdasarkan hasil verifikasi PPK SKPD

menyiapkan draf SPM-GU KKPD, dan selanjutnya

disampaikan kepada PA untuk mendapat persetujuan dan

tanda tangan, dilampiri:

(a) Draf SPTIJM PA; dan

(b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD.

PA melakukan otorisasi dari SPM-GU KKPD dan

memberikan persetujuan dengan menerbitkan SPM-GU

KKPD. Selanjutnya PA menyampa'ikan SPM-GU ;}?;;)

kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-GU ’

dilampirt:

(a) SPTJM PA; dan

(b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD.

litian terhadap SPM-GU KKPD
serta dokumen lampirannya sesuai dengan keten:;zrill
peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan

1 -GU KKPD;
1t1 BUD menerbitkan sp2D-G
e ! . KPD bank penempatan RKUD




c.

s BPengeluaran (secara non tunai);
endahara Ppen ,
geluaran melakukan i
' elim
geezial;l memindahbukukan UP KKPDp dar?ahraerlie 'UP
Pembz ?ra Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengelu::‘rtlrlcfj:rglg
ntu (secara non tunai) paling lambat Jam terakhir

kerja pada hari i
pencaira -
rekening BP; dan 7 dana SP2D diterima/masuk ke

gg

men
lamb%iur;alzza) Cgsﬁ 13/[ “nagement  System (CMS) paling
diterima/masuk k arlk ©Ja setelah pencairan dana sP2p

Mekanisme Pen i o eplng BP/BPP.

ggantian UP melaluij GU

Dalam = rangka penggantian UP yang telah digunakan untuk

pembayaran belanja PPTK dalam pelaksanaan sub kegiatan,

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU, dengan ketentuan dan

tahapan sebagai berikut:

1) Pengajuan penggantian UP dilakukan apabila UP yang dikelola
Bendahara Pengeluaran telah digunakan dan
dipertanggungjawabkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dari UP SKPD atau batasan tertentu sesuai dengan
kebijakan masing-masing daerah;

2) Bendahara Pengeluaran menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban
penggunaan UP berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja
penggunaan UP yang disampaikan oleh PPTK, dan menyampaikan

kepada PA untuk mendapatkan pengesahan; .
3) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui

PPK SKPD, dilampiri:
a) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengunaan UP yang telah

disahkan PA; ' ' . o
b) Rincian belanja yang diajukan pengantiannya disertai bukti-bukti

pengeluaran yang lengkap dan sah;
c) Draf SPTJM PA;
d) Salinan DPA-SKPD; dan

e) Salinan SPD. .
4) P)PK SKPD melakukan verifikasi dokumen SPP-GU dan lampirannya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dg{r;
berdasarkan hasil verifikasi, PPK SKPD menyiapkan draf .SPM-d
dan menyampaikan kepada PA untuk mendapatkan persetujuan dan

tanda tangan, dilampiri:

a) Draf SPTJM PA; dan .
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD.




5) PA melakukan proses otorisasi SPM-GU dan menandatangani SPM-

GU, selanjutnya disampaikan kepada Kuasa BUD, dilampiri:
a) SPTUM PA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD.
6) Kuasa BUD melakukan penelitian atas SPM-GU dan lampirannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

berdasarkan hasil penelitian tersebut Kuasa BUD menerbitkan
SP2D-GU.

7) Berdasarkan SP2D-GU, Bank Penempatan RKUD

memindahbukukan uang pengembalian UP ke rekening Bendahara
Pengeluaran.

1. Pembayaran dengan Mekanisme TU

a.

PPTK menyiapkan rencana kebutuhan TU untuk melaksanakan
kegiatan yang bersitat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP
LS dan/atau SPP UP/GU;,

PA/KPA menyampaikan permohonan persetujuan besaran TU

kepada PPKD selaku BUD;

Batas jumlah pengajuan SPP TU yang melibihi nilai UP harus

mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian

kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Perkada;

Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa

TU disetor ke RKUD;

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk:

1) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau

2) kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah
ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA /KPA

Pengajuan SPP TU dilampiri dengan daftar rincian rencana

penggunaan dana;

Berikut tahapan pelaksanaan pembayaran melalui TU:

1) PPTK menyiapkan rencana perincian pengeluaran yang akan
dibayarkan melalui TU, dengan memastikan setiap rincian
pengeluaran tersebut telah tersedia dalam SPD dan menyampaikan
usulan TU dimaksud kepada PA/KPA;

2) PA/KPA melakukan penelitian usulan TU dari PPTK, dan
selanjutnya mengajukan permohonan TU kepada PPKD untuk
mendapatkan persetujuan besaran pengajuan TU;

3) PPKD melakukan penelitian atas usulan pengajuan TU dari
PA/KPA untuk memastikan besaran TU yang dapat disetujui,
dan apabila memenuhi persyaratan PPKD menerbitkan surat
persetujuan besaran TU;

4) Berdasarkan persetujuan besaran TU yang diterbitkan oleh
PPKD, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan dan mengajukan SPP-TU kepada PA/KPA melalui PKK
SKPD, dilampiri paling sedikit:

a) Draf SPTJM PA/KPA;
b) Rincian pengeluaran yang akan dibayarkan melalui TU;
c) Salinan DPA SKPD; dan




d) Salinan SPD.

5) PPK SKPD/PPK unit SKPD melakukan verifikasi terhadap Dokumen
SPP-TU beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan berdasarkan hasil verifikasi PPK SKPD
menyiapkan drat SPM-TU serta menyampaikan kepada PA/KPA,
dilampiri:

a) Draf SPTUM PA/KPA;
b) Rincian pengeluaran yang akan dibayarkan melalui TU; dan
c) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD /PPK Unit SKPD.

6) PA/KPA melakukan otorisasi dan menandatangani SPM-TU, dan
selanjutnya menyampaikan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan
SP2D-TU, dilampiri:

a) SPTJM PA/KPA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD/PPK Unit SKPD.

7) Kuasa BUD melakukan penelitian terhadap SPM-TU beserta
lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan berdasarkan hasil penelitian Kuasa BUD
menerbitkan SP2D-TU;

8) Berdasarkan SP2D TU, Bank Penempatan RKUD melakukan
pemindahbukuan uang TU ke rekening Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan

9) Mekanisme pembayaran belanja PPTK dengan menggunakan TU
dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus (tanpa panjar)
dan/atau pembayaran melalui panjar dengan tahapan dan
ketentuan yang berlaku pada pembayaran melalui UP.

2. Pembayaran Langsung (LS)

a.

Pembayaran Langsung (LS) adalah Pembayaran Langsung kepada

penerima hak atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat

perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar

langsung.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pembayaran:

1) gaji dan tunjangan;

2) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan

3) kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengajuan dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan

sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) oleh Bendahara

Pengeluaran dan PPTK, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Batas akhir pengajuan SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan

sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan untuk pembayaran

gaji dan tunjangan bulan Januari dapat menyesuaikan dengan jadwal

pengesahan DPA-SKPD dan SPD atau dokumen lain yang

dipersamakan dengan SPD.

Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang

dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) oleh

Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran pembantu dan PPTK,




g.

dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari
pihak ketiga melalui PPTK.

Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut tahapan pelaksanaan pembayaran melalui LS:
1) LS Gaji dan Tunjangan

a)

b)

d)

Berdasarkan daftar gaji dan tunjangan, Bendahara Pengeluaran

dan PPTK menyiapkan dan mengajukan SPP-LS Gaji dan

Tunjangan kepada PA melalui PPK SKPD, dilampiri paling

sedikit:

(1) Draf SPTJM PA;

(2) Daftar gaji dan tunjangan ASN bulan berkenaan;

(3) Salinan DPA; dan

(4) Salinan SPD.

PPK SKPD melakukan verifikasi Dokumen SPP-LS Gaji dan

Tunjangan beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan, dan berdasarkan hasil

verifikasi PPK SKPD menyiapkan draf SPM-LS Gaji dan

Tunjangan serta menyampaikan kepada PA untuk mendapatkan

persetujuan dan tanda tangan, dilampiri:

(1) Draf SPTJM PA;

(2) Daftar gaji dan tunjangan ASN bulan berkenaan; dan

(3) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD;

PA melalukan melakukan otorisasi dan menandatangani SPM-LS

Gaji dan Tunjangan, dan selanjutnya menyampaikan kepada

Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS Gaji dan Tunjangan,

dilampiri:

(1) SPTJM PA; dan

(2) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD.

Kuasa BUD melakukan penelitian dokumen SPM-LS Gaji dan

Tunjangan beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya berdasarkan

hasil penelitian Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS Gaji dan

Tunjangan.

Berdasarkan SP2D-LS Gaji dan Tunjangan, Bank Penempatan

RKUD melakukan pemindahbukuan:

(1) Gaji dan tunjangan ke rekening pegawai senilai gaji dan
tunjangan bersih setelah dilakukan pemotongan atas iuran
wajib pegawai yang tercantum dalam SP2D-LS Gaji dan
Tunjangan; dan

(2) luran wajib pegawai/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang
tercantum dalam SP2D-LS Gaji dan Tunjangan ke rekening
pihak terkait. Penyetoran/pemindahbukuan ini
mengatasnamakan BUD Provinsi/Kabupaten /Kota.

Bank Penempatan RKUD menyampaikan dokumen pemotongan

dan penyetoran/pemindahbukuan PFK sebagaimana dimaksud

pada huruf e) angka (2) kepada Kuasa BUD sebagai dasar
pencatatan dan pembukuan oleh Kuasa BUD.




pekerjaan berupa barang/jasa kepada PA/KPA diikuti dengan
permohonan pembayaran yang dilampiri bukti-bukti
pengel(;,laran yang  lengkap dan sah,  serta  diikut
benandatanganan Serita  Acara Serah i

. a Terima (BAST)
é\/{endasari permohonan pembayaran dan BAST sebagaimana
Imaksud pada huruf b), Bendahara Pengeluaran/ Bendahara

Unit SKPD, dilampiri:
(1) Draf SPTUM PA/KPA;

(2) Bul;ti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah; dan
(3) Salinan DPA-SKPD dan SPD.

PPK SKPD/PPK Unit SKPD memverifikasi dokumen SPP-LS
beserta lampirannya, berdasarkan hasi verifikasi PPK
SKPD/PPK  Unit SKPD menyiapkan draf SPM-LS serata
Inenyampaikan kepada PA /KPA dilampiri:

(1) Draf SPTUM PA/KPA;

(2) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah; dan

(3) Surat pernyataan verifikasi PPK SKPD /PPK Unit SKPD.
PA/KPA melakukan otorisasi dan menandatangani SPM-LS serta
menyampaikan kepada kuasa BUD dilampiri:

(1) SPTUM PA/KPA; dan

(2) Surat pernyataan verifikasi PPK SKPD/PPK Unit SKPD.

Kuasa BUD memverifikasi SPM-LS yang diterima PA/KPA, dan
berdasarkan hasil verifikasi kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS.

Berdasarkan  SP2D-LS  Pengadaan Barang/Jasa, Bank

Penempatan RKUD melakukan pemindahbukuan:

(1) Tagihan pengadaan barang/jasa senilai
bersih  setelah dilakukan pemotongan atas pajak negara

barang/jasa dan potongan lainnya

OPD dan penyedia

tagihan

atas pengadaan
berdasarkan perjanjian antara
barang/jasa seperti jaminan pemeliharaan; .
(2) Potongan pajak (PFK) atas pengadaan barang/ jasa
disetorkan/dipindahbukukan ke rekening Kementerlfemj
Keuangan Penyetoran/pemindahbukuan ini

mengatasnamakan BUD Provinsi/ Kabupaten /Kota,; dap

(3) Potongan lainnya seperti  jaminan pemeliharaan
disetorkan/dipindahbukukan ke RKUD.

Bank Penempatan RKUD menyampaikan dokumen pernotongjllr'l1

dan penyetoran/pemindahbukuan PFK dan/ atauk po;onian

lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf g) angka (2)

i tatan dan
angka (3) kepada Kuasa BUD sebagai dasar pencatata

pembukuan oleh Kuasa BUD.




a. Buku Kas Umum:
b. Buku Pembanty Bank;

C.

Bukuy Pembanty Kas Tunaj:

d. Buku Pembanty Pajak;

c.

€.

Buku Pembanty Panjar; dan

ersumber pada data, antara lain:

Bukti transaks;i yang sah dan lengkap:
SPP UP/GU/TU/LS; "
SPM UP/GU/TU/LS;

SP2D; dan

Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

4. Tata cara pembukuan pengeluaran sebagai berikut:
a. Pembukuan Pengeluaran melalui UP

3) Pergeseran Uang Persediaan

4) Pembayaran belanja oleh Bendahara

1) Penerimaan Uang Persediaan

Bendahara  Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran  Pembantu
membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D-
UP/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada
Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu
Bank di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang tertera pada

SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU.

2) Pelimpahan Uang Persediaan

Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran

Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada Buku
Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang

dilimpahkan.

Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di
bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi
pengeluaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi
pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi
penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang digeser.

dilakukan Bendahara

Atas pembayaran yang
Pembantu berdasarkan

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK secara tunai/non

tunai, dilakukan pembukuan dengan mencatat pada BKU di sisi
pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu




5) Pemberian Uang Panjar

0) Pertanggungjawaban Uang Panjar
a) Berdasarkan pertangg

pengeluaran.
b) Dala
PPTKm heg te;‘dapat pengembalian kelebihan uang panjar dari
, endahara Pengeluaran/ Bendahara PengeluarZ;1

Pembantu men i
Pembantt K. C?‘?;aidlp fdl;kusi l?emban?u Bank atau Buku
dikembalikan, SI penerimaan sebesar yang
" Penaehuaan B anien uacs panjer, Bendahars
geluaran Pembantu membayar
kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di Buku
Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi

pengeluaran sebesar yang dibayarkan.
b. Pembukuan pengeluaran melalui LS

1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran  Pembantu
melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS dengan
melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan sisi
pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku
Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS

sebesar jumlah belanja bruto.

2) Pemungutan dan Penyetoran Pajak
a) Pada saat pemungutan/pemotongan
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat

pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak

pajak, Bendahara

di sisi penerimaan.
Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada
BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di sisi

pengeluaran.
5.Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan ditandatangani
oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan

PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Kas.
E. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
1. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).




. Penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara memuat informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

. LPJ Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri

atas:

a. LPJ penggunaan UP;

b. LPJ penggunaan TU,

c. LPJ administratif kepada PA; dan

d. LPJ fungsional kepada PPKD selaku BUD.

. LPJ Penggunaan UP

a. LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada setiap
pengajuan GU berdasarkan bukti-bukti belanja dengan menggunakan
UP.

b. LPJ penggunaan UP disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran
kepada PA melalui PPK SKPD dilampiri bukti-bukti belanja yang
lengkap dan sah.

c. LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan SPP-GU.

d. Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara khusus
(tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus sebagai laporan
sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi. Penyampaian LPJ ini diikuti
dengan penyetoran sisa dana UP ke RKUD.

. Pertanggungjawaban Penggunaan TU

a. Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang
dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub
kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU
diterima.

b. Tata cara penyusunan dan penyampaian LPJ penggunaan TU sebagai
berikut:

1) PPTK menyampaikan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah
kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

2) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah tersebut,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyusun LPJ Penggunaan TU sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3) Dalam hal terdapat sisa TU, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu menyetorkan sisa TU dimaksud ke RKUD
dengan menggunakan STS;

4) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU
kepada PA melalui PPK SKPD dengan dilampiri bukti-bukti belanja
yang lengkap dan sah dan STS jika terdapat sisa TU.

5) PPK SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU
sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah sebagai
berikut:

a) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan.
b) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja



terkait tidak melebihi sisa anggaran.
c) Meneliti keabsahan bukti belanja.

6) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada PA/KPA
melalui PPK SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU yang dilampiri
bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

7) PPK SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA

6. Pertanggungjawaban Administratif

a.

Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya;

. Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ yang menggambarkan

jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran secara kumulatif
dan/atau per kegiatan yang dilampiri:

1) BKU;

2) Laporan penutupan kas (BKU); dan

3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif disampaikan
paling lambat tanggal 10 bulan J anuari dan wajib melampirkan bukti
setoran sisa UP.

7. Pertanggungjawaban Fungsional

a.

Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan
konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilampiri:
1) Laporan penutupan kas; dan

2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan
PA.

. Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban fungsional

disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib
melampirkan bukti setoran sisa UP.

Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan  LPJ
pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan
pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu secara fungsional dilaksanakan setelah
diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh
PA/KPA.

Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal
31 Desember.

F. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak T erduga (BTT)
Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Belanja
Tidak Terduga (BTT) untuk mendanai pengeluaran kebutuhan tanggap
darurat bencana, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan




daerah tahun-tahun sebelumnya serta bantuan sosial yang tidak
direncanakan dilakukan dengan tahapan:

1. BTT untuk mendanai pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana:

a.

b.

Kepala Daerah menetapkan status tanggap darurat bencana dengan
Keputusan Kepala Daerah;

Kepala SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan
tanggap darurat bencana, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja
(RKB) untuk penanganan/penanggulangan tanggap darurat bencana,
paling lama 1 (satu) hari sejak Keputusan Kepala Daerah diterbitkan
kepada Kepala SKPKD selaku PA BTT,;

. Berdasarkan RKB, Kepala SKPKD selaku PA BTT melakukan proses

pencairan BTT dengan menerbitkan SPM-TU BTT berdasarkan SPP-TU
BTT yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPKD;

. Kuasa BUD menerbitkan SP2D-TU BTT berdasarkan SPM-TU BTT

yang diterbitkan oleh Kepala SKPKD selaku PA BTT;

. Bendahara Pengeluaran pada SKPKD melakukan pemindahbukuan

dana BTT ke Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD yang secara
fungsional terkait dengan penanganan/penanggulangan darurat
bencana;

Penggunaan dana BTT oleh SKPD yang secara fungsional terkait
penanganan/penanggulangan darurat bencana, dicatat pada Buku
Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang secara
fungsional terkait penanganan/penanggulangan darurat bencana;

Kepala SKPD yang secara fungsional terkait
penanganan/penanggulangan darurat bencana bertanggungjawab
secara fisik dan keuangan terhadap dana

penanganan/penanggulangan darurat bencana yang dikelolanya;

Pertanggungjawaban  atas  penggunaan dana  BTT untuk
penanganan/penanggulangan darurat bencana sebagaimana
dimaksud pada huruf g disampaikan oleh Kepala SKPD yang secara
fungsional terkait penanganan/penanggulangan darurat bencana
kepada Kepala SKPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang
sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.

2. BTT untuk mendanai pengembalian kelebihan pembayaran atas
penerimaan daerah tahun sebelumnya:

a.

Wajib pajak/retribusi atau pihak lain mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah kepada
Kepala Daerah melalui Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan
penerimaan dimaksud, dengan melampirkan bukti-bukti yang lengkap
dan sah;

. Kepala SKPD terkait melakukan verifikasi dan validasi perhitungan

dan bukti-bukti pendukung atas permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah;

. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagai mana dimaksud

pada huruf b, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan
Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB);

Berdasarkan SKLB sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala
SKPD terkait menyampaikan permohonan pembayaran pengembalian
kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah kepada Kepala SKPKD



selaku PA BTT;

e. Berdasarkan surat perrnohonan tersebut, Kepala SKPKD mengajukan
perrnohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian
kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah kepada Kepala
Daerah, dengan melampirkan SKLB dan dokumen pendukung
lainnya;

f. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah, kepala SKPKD
melakukan proses pembayaran dengan menerbitkan SPM-LS BTT
pengembalian kelebihan pembayaran mendasari SPP-LS
pengembalian kelebihan pembayaran yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran pada SKPKD;

g. Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS BTT pengembalian kelebihan
pembayaran mendasari SPM-LS BTT pengembalian kelebihan
pembayaran yang diterbitkan oleh Kepala SKPKD selaku PA BTT yang
ditujukan langsung ke rekening wajib pajak/wajib retribusilpihak lain
yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
atas penerimaan daerah.

3. BTT untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan:

a. Kepala SKPD mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD (PA BTT)
paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak menerima usulan bantuan
sosial dari masyarakat selaku penerima bantuan sosial;

b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi RKB dan melakukan proses
pencairan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari
terhitung sejak diterimanya RKB, dengan tahapan:

1) Berdasarkan RKB, Bendahara Pengeluaran SKPKD menyiapkan
dan mengajukan SPP-TU BTT kepada Kepala SKPKD selaku PA BTT
melalui PPK SKPD dilampiri paling sedikit:

a) Draf SPTJM PA; dan
b) RKB

2) PPK SKPD memverifikasi dokumen SPP-TU BTT dan lampirannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
berdasarkan hasil verifikasi PPK SKPD menyiapkan draf SPM-TU
BTT dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPKD selaku PA
BTT dilampiri:

a) Draf SPTJM PA,;
b) RKB; dan
c) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD.

3) Kepala SKPKD selaku PA BTT melakukan proses validasi dan
menandatangani SPM-TU BTT, dan selanjutnya disampaikan
kepada Kuasa BUD dilampiri:

a) SPTJM PA;dan
b) Surat Pernyataan Verifikasl PPK SKPD.

4) Kuasa BUD melakukan verifikasi SPM-TU BTT beserta lampirannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
berdasarkan hasil verifikasi, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-TU
BTT.

5) Berdasarkan SP2D-TU BTT bank  penempatan RKUD
memindahbukukan dana TU BTT ke rekening Bendahara



Pengeluaran SKPKD.

6) Bendahara SKPKD memindahbukukan dana TU BTT ke rekening
Bendahara Pengeluaran SKPD terkait.

7) Penggunaan dana BTT untuk mendanai bantuan sosial yang tidak
dapat direncanakan, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh
Bendahara Pengeluaran SKPD terkait;

8) Kepala OPD terkait bertanggungjawab secara fisik dan keuangan
terhadap dana untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan yang dikelolanya; dan

9) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana BTT untuk mendanai
bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana
dimaksud pada angka 8) disampaikan oleh Kepala OPD terkait
kepada Kepala SKPKD dengan melampirkan bukti penyaluran
bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan secara lengkap dan
sah.

. Pencatatan dan Pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran yang Tidak

Melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

1. Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan
dan Pengeluaran Daerah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 120 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20109.

2.Pendapatan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan seperti dana Kapitasi, Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas, Dana Desa, Tunjangan Guru ASN Daerah, Bantuan
Pemerintah dari Kementerian/Lembaga (K/L), BLUD dan termasuk
pemotongan langsung (intercepf) atas pendapatan transfer daerah oleh
Kementerian Keuangan untuk pembayaran pengeluaran daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3 PPKD selaku BUD harus melakukan pencatatan dan pengesahan
pendapatan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD sebagaimana
dimaksud pada angka 2, setiap bulan untuk menyajikan laporan realisasi
anggaran pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan relevan.

4.Pencatatan dan pengesahan pendapatan dan pengeluaran yang tidak
melalui RKUD dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Untuk bulan Desember, pencatatan dan pengesahan pendapatan dan

pengeluaran yang tidak melalui RKUD dilakukan paling lambat tanggal 31

Desember.

5.Mekanisme pencatatan dan pengesahan pendapatan dan pengeluaran
yang tidak melalui RKUD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pencatatan dan Pengesahan Dana Kapitasi, BOS, BOK Puskesmas,
Tunjangan Guru ASN Daerah, Dana Desa dan Bantuan Pemerintah dari
K/L.

1) Pencatatan dan Pengesahan Pendapatan

2) Berdasarkan bukti transfer dana Kapitasi/BOS/BOK
Puskesmas/Tunjangan Guru ASN Daerah/Dana Desai Bantuan
Pemerintah dari K/L dan/atau notifikasi/dokumen yang



dipersamakan, Bendahara Penerimaan SKPKD menyusun laporan
realisasi penerimaan yang tidak dilakukan melalui RKUD dan
menyampaikan kepada Kepala SKPKD selaku PA.

3)Kepala SKPKD selaku PA menyampaikan Surat Permintaan
Pengesahan Pendapatan Transfer (SP3T) kepada BUD, dilampiri
laporan realisasi pendapatan dan bukti penerimaan yang lengkap dan
sah.

4) Berdasarkan SP3T dari Kepala SKPKD selaku PA, BUD menerbitkan
Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5) Berdasarkan SP2T dimaksud, BUD melakukan pencatatan
pendapatan yang tidak dilakukan melalui RKUD dan menyajikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

b. Pencatatan dan Pengesahan Pengeluaran

1) Bendahara Kapitasi/BOS/BOK Puskesmas/Bendahara Pengeluaran
SKPD menyusun Laporan Realisasi Belanja menggunakan dana
Kapitasi/BOS/BOK/Tunjangan Guru ASN Daerah/Dana Desai
Bantuan Pemerintah dari K/L dan menyampaikan Laporan Realisasi
Belanja tersebut kepada Kepala SKPD dilampiri bukti-bukti
pengeluaran yang lengkap dan sah.

2) Berdasarkan Laporan Realisasi Belanja tersebut pada huruf a)j,
Kepala SKPD menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Belanja
(SP2B) kepada BUD, dilampiri Laporan Realisasi Belanja serta bukti-
bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

3) BUD melakukan penelitian terhadap SP28 beserta lampirannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
berdasarkan hasil penelitian BUD menerbitkan Surat Pengesahan
Belanja (SPB).

c. Pencatatan dan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

1) Pada Unit SKPD BLUD

a) Pemimpin BLUD menyusun Laporan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan BLUD dan menyampaikan laporan tersebut kepada
Kepala SKPD setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya;

b) Berdasarkan Laporan pendapatan, belanja, dan pembiayaan
BLUD, Kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan
Pendapatan, Belanja dan  Pembiayaan (SP3BP) dan
menyampaikan SP3BP dimaksud kepada PPKD selaku BUD
paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya; dan

c) PPKD selaku BUD memverifikasi SP3BP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan hasil verifikasi
PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

2) Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) BLUD

a) Pemimpin BLUD menyusun Laporan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan BLUD dan menerbitkan SP3BP serta menyampaikan



SP3BP dimaksud kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal
5 bulan berikutnya;

b) PPKD selaku BUD memverifikasi SP3BP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan hasil verifikasi
PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

d. Pencatatan dan Pengesahan Pendapatan dan Belanja melalui Intercept
TKD oleh Kementerian Keuangan
1) Pencatatan dan Pengesahan Pendapatan Transfer

a) Berdasarkan bukti transfer pembayaran/ notifikasi/dokumen
pembayaran yang dipersamakan dari kementerian keuangan,
Bendahara Penerimaan SKPKD menyusun laporan realisasi
pendapatan Transfer dan menyampaikan kepada Kepala SKPKD
selaku PA

b) Kepala SKPKD selaku PA menyampaikan Surat Permintaan
Pengesahan Pendapatan Transfer (SP3T) kepada BUD, dilampiri
laporan realisasi pendapatan dan bukti penerimaan yang lengkap
dan sah.

c) Berdasarkan SP3T dari Kepala SKPKD selaku PA, BUD
menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T)
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Berdasarkan SP2T dimaksud, BUD melakukan pencatatan
pendapatan yang tidak dilakukan melalui RKUD dan menyajikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

2) Pencatatan dan Pengesahan Pengeluaran

a) bukti transfer pembayaran/notifikasi /dokumen pembayaran yang
dipersamakan dari  kementerian  keuangan, Bendahara
Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran SKPKD menyusun
Laporan Realisasi Belanja dan menyampaikan Laporan Realisasi
Belanja tersebut kepada Kepala SKPD/Kepala SKPKD dilampiri
bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

b) berdasarkan Laporan Realisasi Belanja tersebut pada huruf a),
Kepala SKPD/Kepala SKPKD menyampaikan Surat Permintaan
Pengesahan Belanja (SP2B) kepada BUD, dilampiri Laporan
Realisasi Belanja serta bukti-bukli pengeluaran yang lengkap dan
sah.

c) BUD melakukan penelitian terhadap SP2B beserta lampirannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
berdasarkan hasil penelitian BUD menerbitkan Surat Pengesahan
Belanja (SPB).

H. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran
1. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian, kontrak,
perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun
anggaran dapat terjadi akibat, antara lain:
a. Keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan



100% (seratus persen) pada tahun anggaran berkenaan;

b. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan
perundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa; dan

c. Kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang
bersifat tetap.

.Pemerintah Daerah melaksanakan pembayaran kewajiban jangka pendek

berupa utang belanja, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan inventarisasi utang
belanja OPD berdasarkan data yang disampaikan oleh masing-masing
OPD;

b. TAPD menyampaikan data utang belanja kepada APIP untuk dilakukan
reviu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada angka 2, TAPD
menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan pembayaran utang belanja
dengan melakukan penyesuaian anggaran, sebagai berikut:

1) melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD mendahului perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 bulan, untuk
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD;

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;

3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

.Pemerintah Daerah melaksanakan pembayaran kewajiban jangka pendek

berupa utang belanja atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan langkah-langkah
sebagai berikut:

a. Pimpinan SKPD menetapkan pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dikenakan
perpanjangan waktu hingga masa waktu perpanjangan kontrak atau
sampai Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan ditandatangani oleh
pihak-pihak yang berwenang.

b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan inventarisasi utang
belanja OPD atas perpanjangan waktu pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa berdasarkan data yang disampaikan oleh masing-masing OPD;

c. TAPD menyampaikan data utang belanja kepada APIP untuk dilakukan
reviu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, TAPD
menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan pembayaran utang belanja
dengan melakukan penyesuaian anggaran, sebagai berikut:

1) melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD mendahului perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 bulan, untuk
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD:

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam



program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;
dan

3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

4.Pemerintah Daerah melaksanakan pembayaran kewajiban jangka pendek
berupa kewajiban yang ditimbulkan hasil putusan pengadilan bersifat
tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan langkah-
langkah sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, OPD yang
bersangkutan menyampaikan usulan penyediaan anggaran untuk
pembayaran putusan pengadilan dimaksud kepada TAPD;

b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan penelitian terhadap
usulan penyediaan anggaran yang disampaikan oleh OPD berdasarkan
data yang disampaikan oleh masing-masing OPD;

c. TAPD menyampaikan data utang belanja atas putusan pengadilan
dimaksud kepada APIP untuk dilakukan reviu sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

d. Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada huruf c, TAPD
menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan pembayaran utang belanja
dengan melakukan penyesuaian anggaran, sebagai berikut:

1) melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD mendahului perubahan Peraturan Daerah tentang APBD
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 bulan,
untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD;

0) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;
dan

3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

5. Penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana angka 2, angka 3, dan angka 4
dengan memanfaatkan BTT. Dalam hal BTT tidak mencukupi
menggunakan:

a. dana hasil penjadwalan ulang capaian program, dan kegiatan lainnya
serta penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
dan/atau

b. memanfaatkan kas yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Target Capaian Realisasi Belanja Daerah

Target capaian realisasi belanja daerah diselaraskan dengan target capaian
realisasi belanja APBN sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai
a. Triwulan I minimal 20%;
b. Triwulan II minimal 50%;
c. Triwulan Il minimal 75%; dan
d. Triwulan IV minimal 95%.
2. Belanja Barang dan Jasa
a. Triwulan I minimal 15%;



V.

a0 TD

b. Triwulan II minimal 50%;
c. Triwulan Il minimal 70%; dan
d. Triwulan IV minimal 90%.

3. Belanja Modal

Triwulan I minimal 10%;

. Triwulan II minimal 40%;
Triwulan 111 minimal 70%; dan
Triwulan IV minimal 90%.

Pelaksanaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup

defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan merupakan setiap
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran
berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan
Pengeluaran Pembiayaan. Berikut tahapan dan ketentuan pelaksanaan
Pembiayaan Daerah:

A. Pelaksanaan Penerimaan Pembiayaan

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya
a. Selisih antara SiLPA tahun sebelumnya yang dianggarkan dalam APBD

dengan SiLPA akhir tahun berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD), digunakan setelah SiLPA dimaksud diaudit oleh BPK RI.

. Penggunaan selisih SiLPA sebagai dimaksud pada huruf a dikecualikan

untuk pengeluaran yang bersifat darurat termasuk mendesak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

_Selisih SiLPA sebagai dimaksud pada huruf a, penggunaannya

diprioritaskan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga (utang
belanja) dengan melakukan pergeseran anggarar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pencairan Dana Cadangan
a. PPKD melakukan analisa pencairan dana cadangan dan menyiapkan

dokumen pencairan dana cadangan untuk disampaikan kepada Kepala
Daerah untuk mendapat persetujuan.

.Kepala Daerah melakukan otorisasi atas rencana pencairan dana

cadangan dimaksud dan memberikan persetujuan pencairan.

_PPKD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) untuk

memindahbukukan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke
RKUD pada tahun anggaran berkenaan.

_Pencairan dana cadangan dilakukan dengan ketentuan:

1) Jumlah dana cadangan yang dicairkan sesuai dengan jumlah yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Dana Cadangan;,

2) Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan
peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio
yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah seperti deposito;

3) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbalan
hasil/deviden/keuntungan atas rekening dana cadangan dan/atau
penempatan dalam portofolio diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah.



3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
a. PPKD selaku BUD melakukan perencanaan dan penyiapan dokumen

penarikan Investasi/pernyataan modal sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

b. PPKD selaku BUD memproses penjualan investasi Pemerintah Daerah
bersama dengan pihak perusahaan selaku pembeli investasi Pemerintah
Daerah.

C. Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan berupa penjualan
1nvest§31 dimaksud berdasarkan bukti penerimaan yang sah antara lain
seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis
lainnya.

4. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

a. Berdasarkan perjanjian pinjaman daerah dan DPA-SKPKD, PPKD
menyusun rencana penerimaan kembali pinjaman daerah pada tahun
anggaran berkenaan.

b. Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan atas penerimaan kembali
pinjaman daerah berdasarkan bukti transfer/notifikasi/informasi
lainnya yang dipersamakan.

S.Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan

a. PPKD menyusun rencana penerimaan pembiayaan yang bersumber dari
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan.

b.Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan atas penerimaan
pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan berdasarkan bukti transfer/notifikasi/informasi lainnya yang
dipersamakan.

6. Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah (DAD)

a. PPKD melakukan analisa pencairan dana abadi berdasarkan Peraturan
Daerah mengenai Dana Abadi dan menyiapkan dokumen pencairan
dana abadi untuk disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapat
persetujuan.

b. Kepala Daerah melakukan otorisasi atas rencana pencairan dana abadi
dimaksud dan memberikan persetujuan pencairan.

c. PPKD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) untuk
memindahbukukan dana abadi dari rekening Dana Abadi ke RKUD
pada tahun anggaran berkenaan.

d. Pencairan dana abadi dilakukan dengan ketentuan:

1) Jumlah dana abadi yang dicairkan sesuai dengan kebutuhan untuk
pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah
mengenai Dana Abadji;

2)Dalam hal dana abadi belum digunakan sesuai dengan
peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio
yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah seperti deposito;

3) Penerimaan hasil berupa bunga/jasa giro/imbalan hasil/deviden/
keuntungan atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan
dalam portofolio diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah.

7. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah




a. Berdasarkan perjanjian pinjaman daerah dan DPA-SKPKD, PPKD

menyusun rencana penerimaan pembiayaan utang daerah pada tahun
anggaran berkenaan.

b. Kuasg BUD mencatat penerimaan pembiayaan atas penerimaan
pembiayaan utang daerah pada tahun anggaran berkenaan.
B. Pelaksanaan Pengeluaran Pembiayaan
1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan untuk
menganggarkan pembayaran pokok utang.

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada
jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman
dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh
kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun
anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan
pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan
dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya
kewajiban dimaksud.

e. Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi
untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat
melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau
setelah perubahan APBD.

f. Tata cara pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh
Tempo
1) Mendasari DPA-SKPKD dan Perjanjian Pinjaman Daerah,

Bendahara  Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan SPP-LS Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo,
dan mengajukan kepada PA/KPA melalui PPK SKPD, dilampiri:

a) Draf SPTUM PA/KPA;

b) Salinan Perjanjian Pinjaman Daerah;

c) Salinan DPA-SKPKD; dan

d) Salinan SPD.

2) PPK SKPD memverifikasi SPP-LS Pembayaran Pokok Utang yang
Jatuh Tempo beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan hasil verifikasi
PPK SKPD menyiapkan Drat SPM-LS Pembayaran Pokok Utang
yang Jatuh Tempo serta menyampaikan kepada PA/KPA dilampiri:
a) Draf SPTJM PA/KPA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD.

3) PA/KPA melakukan proses otorisasi dan menandatangani SPM-LS
Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo, serta menyampaikan
kepada Kuasa BUD dilampiri:

a) SPTJM PA/KPA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD.

4) Kuasa BUD memverifikasi SPM-LS Pembayaran Pokok Utang yang

Jatuh Tempo beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan




yaran Pokok Utang yang
Jatuh Tempo.

5) Berdasarkan SP2D-LS Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh
Tempo, Bank Penempatan RKUD memindahbukukan ke rekening
pihak ketiga selaku pemberi pinjaman.

g. Mekanisme Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
sebagaimana dimaksud pada huruf f dikecualikan untuk Pembayaran
Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dalam rangka Program
Pemulihan Ekonomi Nasional pada PT. Sarana Multi Infrastruktur
(SMI) dengan cara diperhitungkan langsung terhadap penyaluran
dana transfer umum berdasarkan permintaan dari PT. SMI kepada
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

h. Pendapatan TKD dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh
Tempo dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada PT.
Sarana Multi Intrastruktur (SMI) dengan cara diperhitungkan
langsung terhadap penyaluran dana transfer umum sebagaimana
dimaksud pada huruf g dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh
BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penyertaan Modal Daerah

a. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk
investasi pemerintah daerah pada Sadan Usaha dengan mendapat hak
kepemilikan.

b. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah
merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan
hukum lainnya yang dimiliki negara.

c. Tata cara pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah
1) Mendasari DPA-SKPKD dan Peraturan Daerah tentang Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu menyiapkan SPP-LS Penyertaan Modal
Daerah, dan mengajukan kepada PA/KPA melalui PPK SKPD,
dilampiri:

a) Draf SPTUM PA/KPA;

b) Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
c) Salinan DPA-SKPKD; dan

d) Salinan SPD.

2) PPK SKPD memverifikasi SPP-LS Penyertaan Modal Daerah beserta
lampirannya sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan, dan berdasarkan hasil verifikasi PPK SKPD menyiapkan
Drat SPM-LS Penyertaan Modal Daerah serta menyampaikan
kepada PA/KPA dilampiri:

a) Draf SPTIM PA/KPA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD

3) PA/KPA melakukan proses otorisasi dan menandatangani SPM-LS

Penyertaan Modal Daerah, serta menyampaikan kepada Kuasa




BUD dilampiri:
a) SPTJM PA/KPA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD.

4) Kuasa BUD memverifikasi SPM-LS Penyertaan Modal Daerah
beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan berdasarkan hasil verifikasi, Kuasa BUD
menerbitkan SP2D-LS Penyertaan Modal Daerah.

5) Berdasarkan  SP2D-LS Penyertaan Modal Daerah, Bank
Penempatan RKUD memindahbukukan ke rekening perusahaan
yang bersangkutan.

3. Pembentukan Dana Cadangan

a. Dana Cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening
tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan
Kepala Daerah dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek
lainnya yang berisiko rendah.

b. Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaatan Dana
Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana
Cadangan sebagai Lain- Lain PAD Yang Sah.

c. Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan
Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai
indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.

d. Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub
kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah
ditetapkan.

e. Tata cara pelaksanaan Pembentukan Dana Cadangan
1) Mendasari DPA-SKPKD dan Peraturan Daerah tentang Pembentukan

Dana Cadangan, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran

Pembantu menyiapkan SPP-LS Pembentukan Dana Cadangan, dan

mengajukan kepada PA/KPA melalui PPK SKPD, dilampiri:

a) Draf SPTJM PA/KPA,

b) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan;

c) Salinan DPA-SKPKD; dan

d) Salinan SPD.

2) PPK SKPD memverifikasi SPP-LS Pembentukan Dana Cadangan
beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan berdasarkan hasil verifikasi PPK SKPD menyiapkan
Draf SPM-LS Pembentukan Dana Cadangan serta menyampaikan
kepada PA/KPA dilampiri:

a) Draf SPTJM PA/KPA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD

3) PA/KPA melakukan proses otorisasi dan menandatangani SPM-LS
Pembentukan Dana Cadangan, serta menyampaikan kepada Kuasa
BUD dilampiri:

a) SPTUM PA/KPA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD.

4) Kuasa BUD memverifikasi SPM-LS Pembentukan Dana Cadangan
beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan berdasarkan hasil verifikasi, Kuasa BUD menerbitkan




SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.

5) Berdasarkan SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan, Bank
Penempatan RKUD memindahbukukan ke rekening Dana Cadangan
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

4. Pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD)

a. Pembentukan DAD bagi Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengelola
keuangan demi kemanfaatan dan keberlanjutan lintas generasi dan
memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah.

b. Pengelolaan DAD dilakukan oleh BUD atau BLUD. Kepala Daerah
menentukan unit pengelola DAD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. Pengelola DAD memilih instrumen keuangan yang akan menjadi
penempatan DAD yang dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko
penurunan nilai dan juga berdasarkan tingkat imbal hasil yang optimal
dengan melakukan analisis terhadap risiko.

d. Pengelola DAD dapat bekerja sama dengan pengelola dana abadi di
pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain, dan/atau LKB/LKBB,
dalam menempatan atau memanfaatkan DAD.

e. Pengelolaan DAD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Unit Pengelola DAD (UPD) memilih instrumen keuangan yang akan
menjadi penempatan DAD, dengan ketentuan:

2) DAD ditempatkan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan
nilai.

3) Selain bebas dari risiko penurunan nilai sebagaimana dimaksud
hurut a), juga dilakukan berdasarkan tingkat imbal hasil yang
optimal.

4) Investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai sebagaimana
dimaksud pada hurut a) berupa penempatan dana pada instrumen
keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang telah diakui
kredibilitasnya sehingga nilai pokok/awal investasi tidak dipengaruhi
fluktuasi di pasar uang/pasar modal dan hanya akan memengaruhi
imbal hasil.

5) Penempatan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada hurut a)
dapat dilakukan melalui:

a) investasi pada surat berharga negara hingga jatuh tempo atau
tidak merealisasikan kerugian pada saat dijual;

b) deposito pada bank yang sehat; dan /atau

c) obligasi pada proyek yang dijamin oleh Pemerintah.

f Dalam memilih instrumen keuangan yang akan menjadi penempatan
DAD sebagaimana dimaksud dalam angka 1), UPD harus melakukan
analisis terhadap risiko.

g. Hasil pengelolaan DAD dimantaatkan untuk meningkatkan dan/atau
memperluas pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah yang
merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
di atas dan/atau di luar standar pelayanan minimal. Pelayanan publik
yang menjadi prioritas Daerah dapat berupa pelayanan publik di
bidang:

1) pendidikan;




2} kesehatan;
3) lingkungan hidup; dan
4) pariwisata.

. Tata cara pelaksanaan Pembentukan Dana Abadi

1) Mendasari DPA-SKPKD dan Peraturan Daerah mengenai
Pembentukan Dana Abadi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu menyiapkan SPP-LS Pembentukan Dana
Abadi, dan mengajukan kepada PA/KPA melalui PPK SKPD,
dilampiri:

a) Draf SPTUM PA/KPA;

b) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Abadi;
¢) Salinan DPA-SKPKD; dan

d) Salinan SPD.

2) PPK SKPD memverifikasi SPP-LS Pembentukan Dana Abadi beserta
lampirannya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan berdasarkan hasil verifikasi PPK SKPD menyiapkan
Drat SPM-LS Pembentukan Dana Abadi serta menyampaikan
kepada PA/KPA dilampiri:

a) Draf SPTUM PA/KPA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD.

3) PA/KPA melakukan proses otorisasi dan menandatangani SPM-LS
Pembentukan Dana Abadi, serta menyampaikan kepada Kuasa
BUD dilampiri:

a) SPTUM PA/KPA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD.

4) Kuasa BUD memverifikasi SPM-LS Pembentukan Dana Abadi
beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan berdasarkan hasil verifikasi, Kuasa BUD
menerbitkan SP2D-LS Pembentukan Dana Abadi.

5) Berdasarkan SpP2D-LS Pembentukan Dana Abadi, Bank
Penempatan RKUD memindahbukukan ke rekening Dana Abadi
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

5. Pemberian Pinjaman Daerah

a.

b.

C.

Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD
diperkirakan surplus.
Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada
perjanjian pemberian pinjaman / pemberian utang.
Tata cara pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah
1) Mendasari DPA-SKPKD dan Peraturan Daerah tentang Pemberian
Pinjaman Daerah, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu menyiapkan SPP-LS Pemberian Pinjaman Daerah, dan
mengajukan kepada PA /KPA melalui PPK SKPD, dilampiri:
a) Draf SPTJM PA/KPA;
b) Perjanjian Pinjaman Daerah;
c) Salinan DPA-SKPKD; dan




d) Salinan SPD.

2) PPK SKPD memverifikasi SPP-LS Pemberian Pinjaman Daerah
beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan berdasarkan hasil verifikasi PPK SKPD
menyiapkan Draf SPM-LS Pemberian Pinjaman Daerah serta
menyampaikan kepada PA/KPA dilampiri:

a) Draf SPTJM PA/KPA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD.

3) PA/KPA melakukan proses otorisasi dan menandatangani SPM-LS
Pemberian Pinjaman Daerah, serta menyampaikan kepada Kuasa
BUD dilampiri:

a) SPTJM PA/KPA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD.

4) Kuasa BUD memverifikasi SPM-LS Pemberian Pinjaman Daerah
beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan berdasarkan hasil verifikasi, Kuasa
BUD menerbitkan SP2D-LS Pemberian Pinjaman Daerah.

5) Berdasarkan SP2D-LS Pemberian Pinjaman Daerah, Bank
Penempatan RKUD memindahbukukan ke rekening RKUD
Pemerintah Daerah selaku penerima pinjaman.

VI. Pengadaan Barang/Jasa

A. Pemerintah Daerah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola
pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam melaksanakan pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Daerah, dengan:

1.

2.

mengkoordinasikan pencantuman produk lokal termasuk produk Usaha
Mikro Kecil Koperasi (UMKK) dalam Katalog Elektronik Versi 6;
mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan
dalam pengadaan barang/jasa melalui E-purchasing;

_memanfaatkan sistem pengadaan yang terdiri dari Sistem Informasi

Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), E-Tendering E-Seleksi, E-Purchasing,
Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, serta E-Kontrak;

_melaksanakan kontrak tidak melebihi tahun anggaran;
. pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan sesuai dengan kemajuan

hasil pekerjaan fisik dan keuangan yang ditetapkan dalam kontrak;

memastikan setiap kontrak/lelang sesuai dengan volume, spesifikasi dan

standar harga satuan yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

.dalam pelaksanaan perubahan kontrak pengadaan barang/jasa sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:

a. wajib melampirkan dokumen kontrak awal yang asli;

b. dokumen kontrak sebagaimana huruf a dijadikan sebagai satu kesatuan
dengan dokumen perubahan kontrak dalam pelaksanaan pekerjaan;
dan

c. dokumen kontrak awal dan perubahan dokumen kontrak dijadikan
sebagai dokumen pertanggungjawaban.

B. Pemerintah Daerah segera melakukan percepatan pengadaan barang/jasa,




dengan tahapan sebagai berikut:

1.PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) semua jenis
paket pengadaan melalui aplikasi SIRUP setelah penandatanganan
Dokumen Persetujuan Bersama RAPBD antara Kepala Daerah dengan
Pimpinan DPRD dengan memedomani ketentuan Pasal 22 Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018;

2. Dalam hal pengadaan barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani
pada awal tahun, dapat dilakukan melalui pengadaan dini/tender dini
yang pemilihannya dapat dilaksanakan setelah penandatanganan RKA-
SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan pemilihan dimaksud dilakukan setelah RUP diumumkan
terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP. Pengadaan dini/tender dini
dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan untuk
melaksanakan pengadaan barang/jasa APBD dengan penugasan oleh
kepala daerah;

3.PA/KPA selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) segera menyiapkan
dokumen perencanaan tender dini dan membuat paket tender melalui
SPSE setelah RUP diumumkan;

4 Proses tender paket Jasa Konsultan Perencana, Manajemen Konstruksi
dan paket-paket pekerjaan rutin dimulai sebelum tahun anggaran berjalan
(tender dini); dan

5. Kontrak paket pengadaan pekerjaan dengan tender dini
ditandatangani setelah pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD selaku BUD.

_ Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk meningkatkan penggunaan

Produk Dalam Negeri (PDN), dan peran serta usaha kecil dan koperasi dalam

pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dan 67 Peraturan

Presiden Nomor 46 Tahun 2025 maka: '

1. Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling
sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa
yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau
koperasi;

o Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah
memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai
Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh
persen); dan

3 Pemerintah Daerah memberikan preferensi harga pada pengadaan
barang/jasa dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki
TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

. Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa, bentuk

kontrak dan bukti pertanggungjawaban terdiri atas bukti

pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan

surat pesanan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan

Presiden Nomor 46 Tahun 2025, sebagai berikut:

1.Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa
Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).

2. Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3.Surat perintah kerja digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi




dengan nilai paling banyak Rpl100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00
(empat ratus juta rupiah).

4.Surat perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah), Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di
atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan untuk Pengadaan
Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

5.Surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui E-
purchasing.

E. Meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa produk
Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tercantum dalam Katalog Elektronik
Versi 6 yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP).

F. Dalam hal pengadaan barang/jasa, agar tetap mempedomani Peraturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

VII. Pengelolaan Kas Daerah

Untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk pembayaran
pengeluaran pemerintah daerah setiap periode tertentu, pemerintah daerah
melakukan pengelolaan kas secara efektif dengan mengelola penerimaan kas
yang bersumber dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah
dalam rangka penyediaan dana untuk pembayaran tagihan kepada pemerintah
daerah atas pelaksanaan sub kegiatan yang tercantum dalam DPA SKPD dan
SPD. Pengelolaan kas daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran kas setiap
bulan dan/atau periode, pinjaman daerah jangka pendek dalam rangka
pengelolaan kas, penempatan dana pada investasi jangka pendek, rekonsiliasi

penerimaan, pelaksanaan dan penatausahaan kas transitoris.

A. Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
1. Penerimaan Kas

SKPD yang melaksanakan tugas mengelola pendapatan daerah dan

penerimaan pembiayaan daerah melakukan perhitungan secara akurat

terhadap target penerimaan daerah setiap bulan yang akan dicantumkan
dalam DPA Pendapatan dan DPA Pembiayaan, dengan
mempertimbangkan antara lain:

a. tanggal jatuh tempo pajak daerah dan retribusi daerah serta besaran
pajak/retribusi terutang setiap wajib pajak dan wajib retribusi pada
setiap bulannya;

b.jadwal penerimaan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS);

c. jumlah penerimaan TKD yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan;

d. jumlah penerimaan transfer antar Pemerintah Daerah;

e. penerimaan yang berasal dari hibah pemerintah pusat, pemerintah
daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar




pegeri yang didasarkan dengan perjanjian hibah daerah;
f. jadwal pencairan pinjaman daerah sesuai dengan surat perjanjian

pinjaman daerah, kecuali pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan
kas;

g. tanggal jatuh tempo piutang daerah sesuai dengan dokumen perjanjian
seperti penerimaan kembali cicilan pokok pinjaman daerah, cicilan
pokok tuntutan ganti kerugian daerah dan piutang lainnya;

h. tingkat kolektibilitas pajak, retribusi dan piutang daerah; dan

i. rata-rata capaian realisasi bulanan pendapatan daerah dalam 3 (tiga)
tahun terakhir.

. Pengeluaran Kas

a. PPKD selaku BUD menetapkan rencana penarikan kas masing-masing
SKPD secara periodik berdasarkan target penerimaan setiap
bulan sebagaimana dimaksud angka 1 melalui penerbitan SPD
setelah melakukan sinkronisasi rencana penarikan dengan target
penerimaan setiap periode SPD.

b. Penetapan besaran rencana penarikan kas untuk masing-masing SKPD
mempertimbangkan antara lain:

1) Kebutuhan untuk belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja
yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh
pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap
bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

2) Program, Kegiatan dan Sub kegiatan prioritas daerah yang dikelola
SKPD

. Pinjaman Daerah dalam rangka Pengelolaan Kas

Dalam hal penerimaan daerah pada periode tertentu realisasinya
diperkirakan tidak dapat dicapai sesuai target penerimaan sehingga
menyebabkan defisit kas, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman
daerah dalam rangka pengelolaan kas ke Bank Penempatan RKUD untuk
memastikan ketersediaan dana dalam rangka pembayaran tagihan
kepada pemerintah daerah atas pelaksanaan sub kegiatan yang
ditetapkan dalam DPA SKPD dan SPD.

Ketentuan dan tahapan pelaksanaan pinjaman daerah dalam pengelolaan

kas dimaksud sebagai berikut:

a. Pinjaman daerah merupakan pembiayaan utang daerah yang diikat
dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat
berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak lain, sehingga daerah
tersebut dibebankan kewajiban untuk membayar kembali.

b. Pinjaman daerah yang digunakan dalam rangka pengelolaan kas hanya
digunakan untuk membiayai belanja yang bersifat mengikat berupa
belanja gaji dan tunjangan, belanja listrik, belanja air, belanja Alat Tulis
Kantor (ATK), dan bukan untuk membiayai belanja infrastruktur.

c. Pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan
persetujuan DPRD.

d. Pinjaman daerah dalam rangka pengetolaan kas harus ditunasi datam
tahun anggaran berkenan.

e. Penerimaan pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan kas merupakan
penerimaan pembiayaan daerah, sedangkan pembayaran pokok




pinjaman daerah merupakan pengeluaran pembiayaan daerah.

f. Bunga pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan kas dianggarkan
pada kelompok belanja operasi, jenis belanja bunga, objek belanja
bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB), rincian
objek dan sub rincian objek belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-
BUMD/BUMN-Jangka Pendek.

g. Tahapan pengelolaan pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan kas
sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah menghitung secara cermat dan akurat
kebutuhan dana dalam rangka pengelolaan kas dan menghitung
kemampuan penerimaan daerah untuk pembayaran pokok dan bunga
pinjaman sampai dengan tahun anggaran berakhir;

2) Pemerintah Oaerah mengajukan permohonan pinjaman dalam
rangka pengelolaan kas kepada pejabat terkait pada Bank
Penempatan RKUD sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;

3) Dalam hal Bank Penempatan RKUD menyetujui usulan pinjaman
sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Daerah bersama pejabat
terkait pada Bank Penempatan RKUD menandatangani Perjanjian
Pinjaman Daerah,;

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Daerah tersebut pada huruf c,
pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran melalui perubahan
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD mendahului
penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah.
Penyesuaian anggaran tersebut ditampung dalam peraturan daerah
tentang perubahan APBD atau ditampung dalam Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.

B. Penempatan Dana pada Deposito dan/atau Investasi Jangka Pendek

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi target penerimaan pada periode
tertentu yang mengakibatkan surplus kas di RKUD, pemerintah daerah
dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas
uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak
mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas
pelayanan publik.

Ketentuan dan tahapan pelaksanaan deposito dan/atau investasi jangka

pendek dimaksud sebagai berikut:

1.lnvestasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera
diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas
dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas)
bulan;

2. Pemerintah Daerah melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk
deposito pada bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah;

3. Dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah, deposito Pemerintah
Daerah harus dapat ditarik sebagian atau seluruhnya ke RKUD oleh BUD
setiap saat diperlukan;

4. Deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke RKUD paling




lambat per 31 Desember;

5. Tahapan pelaksanaan deposito dan/atau investasi jangka pendek:

a. BUD mengidentifikasi saldo kas dan peruntukan kas untuk beberapa
waktu tertentu guna memastikan jumlah dana yang benar-benar belum
akan digunakan dalam waktu dekat (idle cash).

b. Berdasarkan hasil identifikasi saldo kas, BUD menyiapkan rencana
penempatan dana pada investasi jangka pendek yang mencakup jumlah
dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta alasan
serta hasil analisa pemilihan investasi. Selanjutnya, rencana
penempatan dana pada investasi jangka pendek disampaikan kepada
Kepala Daerah.

c. Berdasarkan rencana penempatan dana pada investasi jangka pendek
yang disiapkan oleh BUD, Kepala Daerah menetapkan jenis investasi
jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan Surat Keputusan
Kepala Daerah.

d. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tersebut pada huruf c),
BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) yang
memerintahkan pemindahan dana dari RKUD kedalam investasi yang
dipilih.

C. Rekonsiliasi Penerimaan Kas Daerah
1. Rekonsiliasi Penerimaan Daerah antara Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dengan Bank.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan

rekonsiliasi penerimaan pendapatan untuk menyesuaikan catatan

penerimaan antara Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu dengan catatan penerimaan pendapatan pada bank, guna

memastikan semua transaksi penerimaan daerah tercatat dengan benar.

Rekonsilisasi tersebut dilakukan dengan verifikasi, evaluasi, dan analisis

data atas Buku Penerimaan dan penyetoran, BKU, Buku Pembantu Bank

dan rekening koran bank.
2 Rekonsiliasi Penerimaan Kas Daerah antara PPKD selaku BUD dengan

Bendahara Penerimaan.

PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan kas untuk

menyesuaikan catatan penerimaan antara BUD dengan catatan

penerimaan Bendahara Penerimaan, guna memastikan semua transaksi
penerimaan daerah tercatat dengan benar.

Rekonsilisasi tersebut dilakukan dengan verifikasi, evaluasi, dan analisis

data atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan secara

fungsional kepada PPKD selaku BUD.

Ketentuan dan tahapan rekonsiliasi penerimaan daerah sebagai berikut:

a. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban fungsional meliputi:

1) kesesuaian  perhitungan atas laporan  pertanggungjawaban
penerimaan;

2) evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan; dan

3) analisis capaian realisasi penerimaan.

b. Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan pertanggungjawaban,
PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan secara periodik




yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.
c. Tahapan rekonsiliasi penerimaan daerah:

1) PPKD selaku BUD menerima LPJ Bendahara Penerimaan yang telah
disahkan oleh PA.

2) Meneliti LPJ sebagaimana dimaksud huruf a dengan melihat
kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan mutasi RKUD.

3) Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan
kepada Bendahara Penerimaan SKPD.

4) Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan
rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi-transaksi
pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

5) PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan
menampilkan data setiap bulan.

6) PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian
realisasi penerimaan.

D. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris

BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Unit Organisasi
Bersifat Khusus, Bendahara Bantuan Opersional Kesehatan (BOK),
Bendahara Bantuan  Operasional Sekolah  (BOS) melaksanakan
penatausahaan atas kas non anggaran (kas transitoris) yang diterima
berdasarkan transakasi yang menjadi kewenangannya. Pengelolaan kas
transitoris merupakan pengelolaan atas kas non anggaran yang diterima

(bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak ketiga yang telah

ditentukan.

Penatausahaan kas transitoris dimaksud dilaksanaan dengan ketentuan:

1. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi
belanja daerah dan/atau pendapatan daerah, sehingga dasar
pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari
dokumen kelengkapan transaksi.

5 Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun
perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan
sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK).
Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak dilaporkan dalam
laporan realisasi anggaran, namun informasinya disajikan dalam neraca
sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di bagian aktivitas transitoris
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak boleh
digunakan untuk operasional belanja, karena dalam jangka waktu
tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.

4 Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuan
sebagai berikut:

a. Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai
kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui uang
jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah.

b. Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak ketiga
yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, digunakan




untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban pihak ketiga

tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan SKPD yang
ditetapkan.

5.Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:

Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, bendahara

pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus lainnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dari setiap transaksi pemerintah
daerah dengan pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal

23 dan/atau PPN;

a. Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah
antara lain Kepala Daerah, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa
dan Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21,
Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja
dan jaminan kematian,;

b. Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh
pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu
pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau
jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain uang jaminan
pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan bongkar
reklame, dan jaminan lainnya, sehingga apabila ada kegagalan dalam
pekerjaan atau penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak
dapat dilaksanakan maka uang jaminan ini menjadi milik pihak
pemberi pekerjaan, dalam hal ini pemerintah daerah; dan

c. Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 2026

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM




c. untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban pihak Kketiga
tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan SKPD yang
ditetapkan.

5. Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:

Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, bendahara

pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus lainnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dari setiap transaksi pemerintah
daerah dengan pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal

23 dan/atau PPN;

a. Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah
antara lain Kepala Daerah, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa
dan Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen,
juran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan
jaminan kematian;

b. Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh pihak
ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu pekerjaan
yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Sebagai
contoh unang jaminan dimaksud antara lain uang jaminan pekerjaan,
uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan bongkar reklame, dan
jaminan lainnya, sehingga apabila ada kegagalan dalam pekerjaan
atau penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat
dilaksanakan maka uang jaminan ini menjadi milik pihak pemberi
pekerjaan, dalam hal ini pemerintah daerah; dan

c. Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 6 Februari 2026

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
VANDIKO T. GULTOM
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